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ABSTRAK 

Nama ; Hotmian Helena S 
Program Studi : Hukum Ekonomi 
Judul : Ketidakpastian hukum atas pengajuan keberatan dan banding yang 

dilakukan Wajib Pajak sehubungan dengan UU Nomor 28 Tahun 
2007 (UU Ten tang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan) 

Atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang 
mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, walaupun 
Wajib Pajak sedang me gajukan keb ratan maupun Banding. Namu dalam 
Undang-undang yang barn, pasat mengenai I<eberatan dan banding telah dirubah 
yang intinya Wajib P.ajak tidak akan ditagth dengan Surat Paksa apabila telah 
meJunasi utang pajak paling sedikit sejui:nlah yang telah disetujui saja. Pasal 
Ketentuan Peralihan juga memungkinkan atas satu Wajib Pajak dikenakan dua 
ketentuan yaitu UU yang lama dan UU yang baru. 

Kata kunci : 
Paling sedikit, Pasal Ketentuan Peralihan. 

N arne : Rotmian tlelena S 
Study Program: Econoffi¥ Law 
Title : U certainly of law on objection antl appeal that the Taxpayer doing 

under Act Numb€r: 28 Year: 200'7 (General Provision and Tax 
Procedure Law) 

For the tax obligation have no t . et paid addicted by the Force Letter that it 
same to the decision of court although Taxpayer is making objection or appeal. In 
the new rule, chapter of objection and appeal had changed and the poin is that the 
Taxpayer will not addicted if the Taxpayer had paid tax obligation at least as amount 
that he was agree to paid only. The chapter of transition enable for one Taxpayer 
probably two rules, they are new rule and old rule. 

Keywords: 
At least, The Chapter of transition 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

IJ'idak ada yang pastt ai dunia. ini kecuali kematian Clan Pajak. Hal tersebut 

dikatakan oleh Benjamin F.fanklin:"In this world nothing is more: certain ut 

death and taxes". Also certain, governments need tax revenue to provide services 

to growing populations. Guess who is responsible to make it happen faster and 

better? Management is responsible.1 Benjamin Franklin adalah negarawan dan 

ilmuwan terkenal Amerika Serikat walaupun pemah menentang kebijakan pajak 

pemerintah Inggeris atas koloni-koloni Arnerika. 

Pajak (termasuk pajak daerah) merupakan gejala sosial dan hanya terdapat 

dalam suatu masyarakat. Tanpa ada masyarakat, tiaak mungkin ada pajak:. Pajak 

adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Atau dengan 

kata lain pajak adalah iuran rakyat kepada kas m~gara berdasarkan undang­

undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan langsung yang 

dapat dirasakan manfaatnya. ~ajak letaknya dibidang hukum publik yang bila 

1 Pcrtemuan beberapa Kepala Seksi Penagihan dengan Team IRS tanggal23 April 2008 di 
Kapus DJP Jl Gatol Subroto. 

1 
Universitas Indonesia 
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ditinjau dari segi mikroekonomi rnerupakan peralihan uang (harta) dari sektor 

swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah.2 

Saat ini dibanyak negara (kccuali Negara-negara Timur Tengah dimana 

pajak hanya dikenakan kepada orang asing dan penerimaan pajak bukan andalan 

utama) tanpa pajak sulit dibayangkan suatu negara dapat bertahan atau dengan 

kata lain pajak rnerupakan andaJan utama penerimaan suatu Negara. Dalam dua 

dasawarsa terakhir, pajak dari waktu ke waktu telah menjadi primadona 

penerimaan negara Republik Indonesia untuk membiayai penyelenggaraan negara 

dan pembangunan bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) Thlmn 2008 telah menargetkan peneri 

pajak sebesar Rp 525,5 triliun rupiah. 

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban dibidang Pe ajakan perlu 

terus ditingkatkan dengan mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan 

bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan 

nasional serta merupakan salah satu kewa:jiban kenegaraan sehingga setiap 

anggofa masyarakat wajib berperan aktif dalam melaksanakan sendiri kewajib 

perpaj akannya. 

Fenomena umum menunjukkan bahwa masyarakat (termasuk pelaku 

bisnis) pada dasamya rnasih berupaya menghindari pajak. Bahkan kalau dapat 

tidak perl,u memlrlayar pajak dengan tidak rnendaftar sebagai Wajib Paja:K, atau 

tidak berhubungan dengan pajak. Hal ersebut secara ekonomis bisa dimaklumi 

karena masyarakat yc3llg tela bersusah payah mendaQatkan penghasilan namun 

sebagian diantaranya harus Cliserahkan untuk membayar pajak dan tidak 

memperoleh imbalan secara langsung. aj ak bukaruafi hitung-hitungan ekonomi, 

yang jika mengeluarkan sejumlah uang akan menCiapatkan manfaat. Justru lebih 

kepada aspek sosial, yaitu peduli terhadap sesama. 

Bukan hanya peran masyarakat saja yang perlu ditingkatkan, peran 

investasi apabila benar-benar tumbuh dengan baik di tanah air juga akan dapat 

menggerakk:an dunia usaha dan sektor riil sehingga banyak tercipta lapangan 

pekerjaan yang pada akhimya penerimaan pajak juga akan bertambah. Dunia 

2 Roehm at Soemilro, Azas dan Dasar Perpajakan 1, cet. III, (Bandung: Eresco, 198 8), 
hal.2. 

Universitas Indonesia 
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lnvestasi dan Perpajakan salah satu yang menjadi sorotan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono d alam pidato kenegaraann ya tanggal 31 J anuari 2007. 

"Dua tahun terakhir ini realisasi investasi relatif rendah, karena adanya 

beberapa faktor penghambat yang cukup serius. Hambatan yang serius untuk 

investasi ini harus kita atasi secara bersama, yaitu unsur pemerintah sendiri, DPR, 

penegak hukum, dunia usaha dan bahkan masyarakat luas. Ada beberapa faktor 

yang berpengaruh atau menghambat pertumbuhan investasi di negeri kita yang 

antara lain adalah kebijakan ekonomi kita yang juga sering disorot oleh para 

investor dan dunia usaha adalah sektor perpajakan. Investor asing dan bahkan 

dari. dalam negeri tentu saja akan memilih rnenanamkan modalnya di negara­

negara yang pajaknya dianggap "kompetitif'. 

Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa modal dan uang tidak merniliki 

kewarganegaraan, mereka bergerak bebas menembus batas-batas negara. Selain 

kepastian kebij~ dan perbaikan ketentHan administrati per:pajakan dapat 

segera dilakukan, pemberian insentif pajak yang tepat dan sehat dapat dilakuK:an, 

sesuai ebutuhan dan tuntutan yang mak.in berkembang. Insentif pajak baik 

dalam bentuk "pengunmgan pajak" atau tax deduction untuk cabang-cabang 

usaha tertentu yang nyata-nyata ak~menggerakkan roda ekonomi atau sektor ri1l 

kita, dan mampu membuka lapangan ekerjaan dan mempekerjakan buruh secara 

besar; telah dan akan kita berikan sebagai salah satu upaya pemicu kebriatan 

ekonomi di tahun-tahun ini, dan ang ak:an datang."3 

Beberapa slogan yang cukup terkena mencerminkan betapa {)entingnya 

pajak dan juga peraturan Perpajakan agar setiap warga negara rnenghayatinya 

antara lain: 

• Taxes are the price we pay for civilization 

• Pay as you earn 

• No taxation without representation 

• Taxation without representation is robbery 

• Taxation without representation is tyrany 

3 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada 
tanggal 31 J anuari 2007 . 

Universitas Indonesia 
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Sejak awal tahun 1984, Indonesia telah menerapkan suatu sistem 

perpajakan yakni sistem "Self Assessment" yang memberikan kepercayaan 

kepada masyarakat Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan sendiri, 

membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal 

Pajak yang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk mengurusi pajak. Agar 

sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang, 

Direktorat Jenderal Pajak yang sering disingkat DJP menja[ankan ketiga 

fungsinya yaitu : pelayanan (tax services), penyuluhan (dissemination) dan 

penegakan hukum (law enforcement) secara optimal. Apabila ketiga fungsi 

tersebut disederhanakan menjadi satu fungsi yaitu Pelayanan. Pelayanan 

Perpajakan (tax services) berpengaruh terhadap ke)?atuhan Wajib Pajak 

(taxpayer's compliance). Dalam Webster Dictionary, kepatuhan (compliance) 

diartikan sebagai "Confo ity in fulfilling official requirements". Kepatuhan 

Wajib Pajak diartikan sebagai pelaksanaan pemenuhan kewajiban dan hal.fuya 

dibidang perpajakan sesuai ketentuan yang berl ku.4 

Negara adalah perwujudan dari rakyatnya, dengan pemikiran bahwa 

adalah tidak relevan apabila Negara menjamin hak azasi manusia kepada warga 

negaranya, namun sebaliknya yang te~enting adalah kewajiban warga negara 

kenegaranya. "This logic continued, by which i'l would be irrelevant to provide 

human rights guarantees to individuals within the big f amily, and that on the 

contrary it would be the individuals ' lluties to tne slate that counted most". s 

Untuk menjalankan fungsi Direktorat Jenderal Pajak yang salah satunya 

adalah mengamankan penerirnaan/pendapatan negara agar roda pemerintahan 

dapat berjalan lancar melalui pajak, fiskus (aP-amt pajak) Clalam menjalankan 

tugasnya selalu berpedoman pada Peraturan Pemerintah._(I!P) Keputusan Menteri 

Keuangan (KMK), Keputusan Direktul'1 Jendeci"l (KEP-Dirjen Pajak) maupun 

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE D irjen Pajak) sebagai peraturan 

pelaksana sehingga Undang-Undang Perpajakan tersebut dapat berlaku efektif. 

4 John Hutag!lol, Strategi Pelayonan pada Direklorat Jenderol Pajak Era Bam, M!ljalah 
Bcrita Pajak Nomor 1572. 

; Todung Mulya Lubis, In search of Human Right : Legal-Political dilemmas of 
Indonesia's New Order 
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Dalam rangk:a untuk lebih memberikan keadilan dan meningk:atkan 

pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum 

serta mengantisipasi perkembangan dibidang teknologi informasi dan 

perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material dibidang 

Perpajakan dan juga untuk meningkatkan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang yang dirasa 

kurang sesuai. Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan atau sering disingkat UU KUP dilandasi falsafah Pancasila dan 

UUD 1945, yang didalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak 

warga negara dan menempatkan kewajiban Perpajalcan sebagai kewajiban 

kenegaraan. 

Wajib Pajak adalah orang pribai::li atau badan, meliputi pembayar paja.k, 

pemotong p jak, dan pemungut pajak, yang mempunyai ha.k dan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 6 

LJndang-undang Perpajakan yang b u yaitu Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata ara Perpajakan y:ang berlaku, 

diajukan pemerintah an telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (D Rt) 

dengan tetap menganut sistem Self A-ssessment dengan beberapa perubahan. 

Perubahan khususnya berkaitan aengan peningkatan keseimbang 

kewajiban Wajib Pajak. Selain itu perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk 

meningkatkan profesionalisme Aparatur Perpa"akan, meningkatkan keterbukaan 

administrasi Perpajakan, dan mening_!5:atkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. 

Dalam pelaksanaan Sistem Sel :A.ssessmen , penentuan oesamya pajak terutang 

diserahkan sepenuhrrya kepaela iWajib Pajak dengan cara rnenghitung, 

memperhitungkan, membayar dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan melaporkan 

dengan Surat Pemberitahuan tanpa rnenunggu diterimanya Surat ketetapan pajak 

dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP). 

Sebagai konsekuensinya Direktur Jenderal Pajak berkewajiban untuk 

melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi 

6 Indonesia, Undang-undang lemang Ketenluan Umum dan Talacara Perpajaknn, UU 
No. 28 tahun 2007, LN No. 85 tahun 2007, TLNNo.4740, ps.l. 

Universitas Indonesia 
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pe1pajakan. Salah satu bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap Wajib Pajak 

tersebut adalah melalui pemeriksaan pajak. Dengan demikian pemeriksaan pajak 

tidak lain merupakan pagar penjaga agar Wajib Pajak tetap berada pada koridor 

peraturan perpajakan. Selanjutnya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban pula 

untuk melakukan penegakan hukum (Law Enforcement) agar proses dan 

pelaksanaan sistem Self Assessment tetap berada pada aturannya.7 

Walaupun Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan fungsi 

pengawasan terhadap Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan 

pemeriksaan, Undang~undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan 

sampai pemeriksaan di1akqkan secara sewenang-wenang. Pembahasan akhir basil 

pemeriksaan dijelaskan oalam Pasal 12 Keputusan Direktur Je deral Pajak 

Nomor : KEP- 41 /PJ./2001 tentang Petunju~ Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor 

antara lain diatur: 

(1) Sefap f!rosedur pemeriksaan yang ditempuh, p,engu]tan yang 

dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulk dan kesimpulan 

yang diambil sebubungan dengan pemeriksaan yang dilaksanakan 

harus dituangkan oalam Kertas Kerj Pemeriksaan. 

(2) Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah ditelaah dan 

Supervisor merupakan dasar pembuatan konsep Laporan Pemeriksaan 

Pajak (LPP). 

(3) Konsep LPP basil pemeriksaan antor haru memuat hal-hal yang 

berbeda antara Surat Pemberitahuan (SPT) dengan hasil pemeriksaan, 

dan setelab disetujui oleh Kepala UPPP (Unit Pelaksana Pemeriksaan 

Pajak) diberitahukan secara te Irs ke ada Wajib Pajak dengan 

menggunakan Surat Pernberitahuan asil Perneriksaan (SPHP) yang 

dilampiri dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak. 

(4) Dalam jangka waktu sebagairnana disebut dalam SPHP, Wajib Pajak 

harus memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju 

atas basil pemeriksaan kantor. 

7 Hardi, Pemcriksaan Pajak, Cet. I, (Jakarta: Penerbit Kharisma, 2003) 
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(5) Wajib Pajak yang menyetujui seluruh hasi1 pemeriksaan, tidak setuju 

atas sebagian atau seluruh basil pemeriksaan harus menandatangani 

Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan. 

Wajib Pajak yang setuju rnaupun tidak setuju atas sebagian atau 

seluruhnya basil pemeriksaan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak kemudian 

menerbitkan Surat ketetapan pajak:. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan 

yang rneliputi Surat Ketetapan Pajak Kuran Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Sayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), 

atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Baya?(SKPLB). 

Besamya pajak terutang yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak yang 

tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) harus sudah 

dilunasi dalam jangka wak.tu 30 hari sej ak tanggal terbit ketetapan tersebut. 

Apabila Wajib Pajak tidak setuju atas SKPKB yang telah diterbitkan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak maka Wajib Paja dapat mengajukan Keberatan ke 

Kanto Wilaya irektorat Jenderal Paja.K melalui Kantor Pelayanan Pajak 

dimana Wajib Pajak te daftar au un mengajukan permohonan Banding atas 

Surat Keputusan K beratan yang tida disetujui ke badan peradilan pajak yakni 

Pengadilan ajak. 

Sebel~berlaku UU KUF yang baru yakni UU Nomor 28 Tahun 2007 

(mulai berlaku 1 Januari 2Q08) yang-berlaku sebelumnya adalah UU KUP Nomor 

16 Tahun 2000. Dalam Pasal 25 ayat 7 UU KUP NomoTi 16 Tahun 2000 (UU 

KU P yang lama) jelas disebutkan "Pengajuan Jieberatan tidak memmda 

kewajiban membayar pajak dan pe faksanpan pena ihan pajak ". Pasal 27 ayat 5 

juga jelas disebutkan "Pengajuan permohouan banding, tidak memmda 

kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak". 8 

Akan tetapi dalam UU KUP yang baru tidak ada disebutkan secara jelas 

(seperti pada pasal 25 dan pasal 27 UU KUP yang lama) mengenai Keberatan 

maupun Banding apakah tidak. menunda atau menunda kewajiban membayar 

8 Indonesia, Undang-1mdung ten/ang Ketentuan Umum dm1 Talacara Pe1pajakan, UU 
No. 16 Lahun 2000, LN No. 126 tahun 2000, TLN No.3984, ps.25 dan 27. 
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pajak dan pelaksanaan penagihan pajak, sehingga secara eksplisit dapat diartikan 

Pengajuan keberatan maupun permohonan banding dapat meuunda kewajiban 

membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Memang kita harus membaca 

terlebih dahulu beberapa pasal dan ayat yang saling terkait dalam Pasal 25 dan 

Pasal 27, baru kemudian dapat kita ketahui secara pasti apakah atas Wajib Pajak 

yang bersangkutan apabila mengajukan keberatan maupun permohonan banding 

tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagi.han pajak atau 

dapat menunda kewajiban membayar pajak. dan pelaksanaan penagi.han pajak. 

Kalau dalam UU KUP yang lama yakni UU Nomor 6 Tahun 2000 hal ini 

(kata-kata tidak menunda) sangat jelas disebutkan. A apun latar belakang 

terciptanya ayat ini dapat dilihat dari penjelasannya dimana fungsi budgeter dari 

pajak sangat ditonjolkan tanpa atau hanya sedikit memP,ertimbangkan keadaan 

Wajib Paj ak atau oolehlah dikatal{an pemerintah menyamaratakan Wajib Pajak 

yang benar-benar telah sesuai ketentuan (bisa Jaili pemeriksa yang salah 

menerapkan ketentuan) dengan Wajib Pa~ak yang ada kemungkinan nakal (tidak 

sesuai ketentuan) . Hal ini enulis katakan kare.na pada kenyataannya banyak 

perrnohonan Keberatan dan B nding W ajib ajak :yang diterima baik sebagian 

maupun seluruhnya. 

Dalam penjelasan Pasal 25 ayat 7 UU KUP yang lama dijelaskan: 

"Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran 

pajak me{alui pengajuan surat keberatan, maka 11.engajuan Reberatan 

tidak mengltalangi tindakan enagihan sampai dengan pelaksanaan 

lelang. etentuan ini perlu dicanlumkan ciengan maksud agar Wajib 

Pajak dengan daliiz mengajukan keberatan, untuk tidak mela/..:ukan 

kewajiban membayar p-@jak yang telah ditetapkan, sehingga dapat 

dicegah terga11ggunya Pe1lerimaa11 Negara ". 11 

Sedangkan dalam UU yang barn terdapat ketidaktegasan kata-kata 

menunda seperti yang discbutkan dalam Undang-Undang KUP yang lama. 

Secara garis besar isi dari Pasal 25 dan Pasal 27 KUP yang baru discbutkan: 

9 Indonesia, Undang-undang tenlang Ketentuan Umum dw1 Tatacara Perpajakan, UU 
No. 16 [almn 2000, LNNo. 126 tahun 2000, TLN No.3984, penjelasan ps. 25. 
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Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak dan 

banding atas keputusan keberatan, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih 

harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam 

pembahasan akhir basil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan. 

Ayat selanjutnya disebutkan juga bahwa apabila Wajib Pajak mengajukan 

keberatan, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak yang belum dibayar 

pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak 

tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Dan apabila Wajib Pajak 

mengajukan Banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah pajak. yang 

belum dibayar pada saat mengajukan Banding, tertangguh sampai dengan 1 (satu) 

bulan sejak tanggal pene bitan Surat Keputusan Banding. N un hal penting lain 

yang berbeda yakni disebutkan bahwa jumlah paja.k. yang belum dibayar pada 

saat pengajuan P.ermohonan keberatan tersebut (untuk sementara) tidak tennasuk 

sebagai utang pa "ak.10 

Penyelenggaraan pemerintahan baik untuk kegiatan rutin maupun untuk 

keg!atan pcmbangunan banyak menggunakan sumoer dana. Sumber dana 

tersebut diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang pada dasarnya 

dikelola secara ketat oleb Pemerintah. Dari segi manfaat praktis masalah 

pengelolaan Keuangan Negara tela menduduki kedudukan sangat penting 

dibi ang administrasi pemerintah, karenanya dapat dikatakan bahwa keuangan 

negara merupakan urat nadi negara. 

Salah satu defenisi Keuangan Negara dalam arti Juas adaJah: 

"Segala sesuatu kegiata a/au aktivitas ypng berkaitan erat det~ an uang yang 

diterima atau dibentuk berdasarkan ak istimewa negara unl7lk kepentingan 

publik. Pema aman tersebut kemudian lebih diarahkan pada duo hal yoitu hak 

dan kewajiban negaca yang timbul dari mak:na keuangan negaro. Adapun yang 

dimoksud dengan hak terse but adalah ho!C menciplakan uang; hak mendarangkan 

hasil, hak melakukan pungutan; hak meminjam, dan hak memaksa. Adapun 

kewajiban adalah kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan 

10 Indonesia. Undang-undang temang Kelentuan Umum dan Tatacara Perpajalum, UU 
No. 28 Tahun 2007, Ps 25 ayal8 
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masyarakat, dan kewajiban membayar hak-hak tagihan pihak ketiga berdasarkan 

hubungan hukum atau hubungan hukum khusus." 10 

Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara disebutkan bahwa: 

"Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat 

dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun 

barang-barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan 

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kell ngan Negarajuga meliputi 

hak Negara untuk memmzgut pajak, mengeluarkan dan mengendalikan 

uang d n meta mkan pinjaman dan kewajiban Negara untuk 

menyelenggarakan tugas layanan umwn dan pemerintahan Negara ". 11 

Gaun refonnasi birokrasi telah menimbulkan tuntutan rnasyaraka akan 

mutu pelayanan publik. Pelayanan yang lebih baik, transparan dan hemat biaya 

menjadi dambaan etiap orang terhadap institusi publik. Dibalik tuntutan t~rsebut 

masyarakat tida:k menyadari bahwa un memberikan pelayanan, institusi publik 

membn.tuhkan biaya untuk pengadaan alat dan sarana pelayanan, gajilupah aparat 

pelayanan publik. Untuk itu lembaga pemerintali sebagai pelayanan 

rnasyarakat membutuhkan dana yang berasal dari masyarakat berupa pajak 

yang pengelolaa.nnya me alui mekanisme APBN/APBD. Oleh karena i~ perlu 

upaya terus-menerus memasyarakatk em aman, menumbuhkan kesadaran 

dan kepedulian terhadap pajak. Salah satu upaya tersebut melalui pelayanan 

publik berbasis pajak, yang pada gili an lain men-didik: dan membangun 

kesadaran masyarakat akan kewajiban Pewajakan.12 

10 Arifin P .S. Atmadj a, Keuangan Publik da Jam Perspektif Hulo.-um: Teori, P rnktek dan 
Krilik, Cct.l, Jakarta: Badan Penerbit Fakullas Hukum UI, 2005. 

11 Indonesia, Undang-zmdang tenlaJtg Keuangan Negara, UU No. 17 Talmn 2003, LN No. 
47 Tahun 2003, TLN No 47. 

12 JosefNW, Saamya Budayakun Pelayanan Puhlik Berbasis Pajak, Majalah Berita Pajak 
Nomor 1605 
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Sebelum berlaku UU KUP yang baru (UU Nomor 8 Tahun 2007) seperti 

yang telah diuraikan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa pengajuan keberatan 

maupun permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan 

pelaksanaan penagihan pajak. Hal ini tentu sangat memberatkan Wajib Pajak 

karena selama belum ada kepastian hukum tentang hutang pajaknya 

(keberatannya masih dalam proses di Kanwil atau dengan kata lain belum ada 

suatu keputusan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak atas pengajuan 

keberatannya), Wajib Pajak harus tetap membayar hutang pajak yang tidak 

diakuinya sendiri. 

Keadaan seperti ini tentu menimbulkan gejolak keuangan bagi Wajib 

Pajak, baik itu ajib Pajak Orang ~ribadi m upun cash flow Wajib Pajak 

Badan/Perusahaan dimana Wajib Pajak tersebut harus membayar hutang pajak 

yang tidak mereka akui. Dulu, _Qenulis juga merasa bahwa keadaan seperti ini 

sebenamya kurang adil bagi Waj io Bajak, apa fil osofi atau latar belakang 

terbenfuknya pasal ini, apakah semata~mata hanya demi penerimaan Negara tidak 

tergang disatu sisi tanpa mempertimbangk 

atau apakah fungsi Buageter demikian kuatn~a dengan mengenyampingkan rasa 

keadilan dan norma~norma kepatutan bagi pihak Wajib Pajak. 

Dalam UU KUP yang baru Pasal tentamg kelJeratan dan banding yang 

sebelumnya ticlak menunda pembayaran pajak dan penagihan pajak ini turut 

diamandemen atim dirubah walau bunyinya tidak begitu gamblang tertera 

bahwa pengajuan keberatan mal!lp_un permohonan banding apat menunda 

pembayaran pajak dan penagihan P.ajak. K:ebetulan penulis adafah seorang 

pegawai di Departemen Keuangan Direktorat Jenoeral ~ajak, dalam beketja 

penulis banyak menemui endala-ke dala mengenw ketidaksetujuan Wajib 

Pajak untuk mernbayar utang pajak yang ter:cantum dalam Surat ketetapan pajak 

terlebih dahulu sementara proses keberatan maupun permohonan bandingnya 

belum final atau dengan kata lain ketetapan pajaknya masih bermasalah 

meskipun Direktorat Jenderal Pajak mernpunyai dasar hukum yang sangat jelas 

dan tegas untuk rnelaksanakan penagihannya. 

Sekarang dengan terbitnya Undang~Undang yang baru, ketentuan tersebut 

sudah berubah akan tetapi peraturan maupun Undang-Undang lain yang 

Universitas Indonesia 



Ketidakpastian Hukum..., Hotmian Helena S, FH UI, 2009

12 

berhubungan dengan ketentuan tersebut (misalnya: Undang~Undang Nomor 19 

Tahun 2000 tentang Undang~Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Peraturan 

Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tatacara Penyitaan dalam rangka 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan lainnya) belum dicabut atau belum 

dirubah, apa yang harus dilaksanakan para aparat pajak (fiskus/Jurusita Pajak) 

dilapangan khususnya ketentuan mengenai penagihan pajaknya. 

Pentingnya penelitian ini penulis lakukan yakni agar suatu 

ketentuan/peraturan lebih gampang untuk dapat dijalankan tanpa adanya 

perbedaan pendapat yang sangat mendasar dari Wajib Pajak maupun aparat pajak 

(fiskus) dan agar tercipta suatu kepastian hukum yang lebih adil bagi kedua belah 

pihak yakni antara Negara disatu pihak: d Wajib Pajak atau o/{asyarakat 

Indonesia dilain pihak yang dapat mempertinggi kesadaran Wajib Pajak untuk 

menyelesaikan kewajiban perpajakannya yang pada akhimya Law Enforcement 

dapat ditegakkan tanpa mengalam· kendala yang berarti sehingga penerimaan 

Negara dari sektor pajak menjadi optimal d pembangunan ekonomi dapat 

berjalan lancar. 

Seperti yang dikatakan oleh Erman Rajagukbruk : Faktor utama bagi 

hukum Ufl.luk dapat berperanan dalam Rembangunan ekonomi adalah a£ kdh 

lzukum/peraturan mampu menciptakan "stability", ''predictability " dan 

"fairness". Aspek keadilan (faim~ss) seperti .Qer akuan yang sama dan standard 

pola tingkah lak pemerintah adalah perlu untuk enJ aga mekanisme 

pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan. 13 

Sebelum UU Nomor 28 Tabu 2007 ini disetujui Gl€li Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) disuatu kesem atan Menteri Keuangan berkeinginan agar 

masyarakat Indonesia khususnya DPR dan pelaku-pelaku bisnis aktif 

mengkritisi rancangan Undang~Undang yang sedang diajukan. Hal ini Juga 

terungkap dalam pemyataan Mcnteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Departemen 

Keuangan menetapkan perilaku Wajib Pajak sebagai Basis Reforrnasi 

Perpajakan. Pihaknya mempersilahkan masyarakat mengkritisi UU Perpajakan 

13 Erman Rajagukguk, Peranan HuJ...-um di Indonesia, kampus Universitas lndonesia~Depok 
2000 
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karena rancangan aturan tersebut menjadi gambaran sistem perpajakan dimasa 

mendatang. "Pajak harus menjadi perhatian masyarakat, karena program 

pemerintah ada!ah memperluas basis pajak. Dengan demikian masyarakat harus 

peduli terhadap kine1ja dan kebiJakan kantor pajak". 14 

B. Rumusan Masalah 

Ada beberapa kendala yang merupakan masalah sehubungan dengan 

judul tesis di atas yakni ketidakpastian hukum atas pengajuan keberatan dan 

banding yang dilakukan ajib Pajak sehubungan dengan berlakunya Undang­

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan U urn dan Tata Cara 

Perpajakan. IDisini penulis menekankan tlua hal yakni ketentuan yang lama (UU 

Nomor 16 T un :2000) dan ketentuan baru (dengan berlakunya UU Nomor 28 

Tahun 2007). 

asih banyak Wajib Pajak yang kurang mengerti bahwa Hukum Pajak 

berbeda dengan Hukum positif lainnya yang berlaku ditengah-tengah k:ita dalam 

hidup bernegara dan bermasyarakat. Seperti yang pemah aikatakan oleh mantan 

Dirjen Pajak bahwa hukum pajak itu memang unik. Hukum Paja.K mengatur atau 

bersinggungan dengan beberapa hukum lain maupu instansi lain misalnya : jual­

bel i, sewa-menyewa, hibah, dll yang merupakan peristiwa-peristiwa peraata ada 

diatur dalam hukUm pajak; hukum pajak juga mengatur sanksi pidana; gugatan 

atas tindakan penagihan pajak ditujukan ke Pengadilan Negeri; putusan 

Pengadilan Pajal<: merupakan putusan pengadilan khusus diling}rungan Tata 

Usaha Negara; dan lain sefiag~iny.a . Santoso rotodihardjo mantan Kepala 

Inspeksi Keuangan Jakarta jug enulis aemikian dalam buku Pengantar Ilmu 

Hukum Pajak. 

Wajib Pajak JUga sangat tidak memahami/tidak dapat menerima 

ketentuan mengapa dalam proses keberatan maupun banding yang sedang 

mereka ajukan tindakan penagihan (misalnya: pemblokiran, penyitaan, 

pelelangan, pencekalan, dll) masih tetap dapat dilaksanakan bukannya menunggu 

sampai proses hukumnya selesai. Seorang konsultan hukum/pengacara yang 

14 Majalah Berita Pajak Nomor 1572 Tanggal 7 September 2006 

Universitas Indonesia 



Ketidakpastian Hukum..., Hotmian Helena S, FH UI, 2009

14 

pemah diminta bantuan untuk menyelesaikan masalah perpajakannya oleh Wajib 

Pajak mengatakan "sangat tidak masuk ak:al, kami sedang mengajukan banding 

akan tetapi aset tetap dilelang", setelah kepadanya penulis sodorkan UU Nomor 

19 Tahun 2000 tentang UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

Namun untuk hal ini Wajib Pajak boleh berlega hati karena dengan 

keluamya Undang-Undang yang baru, hal tersebut tidak akan terjadi lagi, apabila 

Wajib Pajak benar-benar merasa tidak mempunyai hutang pajak atau tidak 

menyetujui hutang pajak sebesar yang tercantum dalam Surat ketetapan pajak. 

Fiskus tidak akan melakukan tindakan penagihan atas Wajib Pajak yang nyata­

nyata mempunyai tunggakan pajak (seperti yang tercantum dalam SKPKB), 

tetapi pejabat pajak (fis s) akan memunggu sampai proses kebeFatan maupun 

bandingnya selesai terlebih dahulu baru dilakukan tindakan penagihan. Akan 

tetapi hal mi berlaku hanya untuk Tahun ajak 2008, 2009, dan seterusnya saja 

dan tidak berlaku untuk Tahun PajaK :2.007, 2006, dan sebelumnya seperti yang 

diatur clalam Pasal II Ketentuan Peralihan. Bunyj Pasal I ayat (1) Ketentuan 

Peralihan: "Terhadap !t·emua ltak an kewajibau Perpajakan Talum Pajak 2001 

sampai de11ga11 Talum ajak 2007 ya11g bel'um diselesaika~t, diberlakukalJ 

ketelJtuan UU Nompr 6 Talum 1983 le1tta11g Kete11 tua11 Umum dan Tala Cara 

Perpajakau sebagaimaua telall heberapa kali diubah terakllir deugau UU 

Nomor 161'alum 2000.". 

Kurani:,'llJ!a sosialisasi dari P.I ak Direktorat Jenderal Pajak dan masih 

banyak konsulen pajak yang tidak menjelaskan se.cara detai l mengenai hak dan 

kewajiban Wajib Pajak aalam urusan perpajakannya merupakan kendala lain 

yang dihadapi. Dengan berlakunya UU yang baru jelas akan membingungkan 

Wajib Pajak karena bisa saja atas satu W:ajio Pajak (Wajib Pajak yang sarna) 

berlaku ketentuan yang berbeda. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, permasalahan penelitian yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Akan terjadi terhadap Wajib Pajak suatu ketidakpastian hukum karena atas 

satu Wajib Pajak dapat dikenakan dua peraturan perundang-undangan yang 

jelas-jelas berbeda atas ketetapan-ketetapan pajak dengan tahun pajak yang 
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berbeda walaupun tahun pemeriksaan pajaknya sama. Misalnya 

pemeriksaan untuk tahun pajak 2007 dan 2008 yang diperiksa pada tahun 

2009 hila dihubungkan dengan UU Nomor I 9 Tahun 2000 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 

2. Bagairnana apabila Wajib Pajak tidak rnau mernbayar hutang pajak 

(walaupun dalam keadaan rnampu untuk rnembayar) sebelum ada keputusan 

yang bersifat final, sehingga penerimaan Negara (yang bel urn pasti tersebut) 

mungkin dapat tertunda untuk sementara waktu. 

3. Kesulitan bagi aparat pajak (fiskus) dalam hal ini Juru Sita Pajak Negara 

dalam melaksanakan tugasnya dilapangan sehubungan dengan Penagihan 

Pajak karena UU Nornor 19 1iahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat P sa yang sampai saat ini rnasih tetap berlaku dan belum ada tanda­

tanda akan dirubah. 

C. Tujuan dan Kcgunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan pe asalahan ~ebagaimana tersebut di atas, maka 

tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Agar terdapat keseimbangan hhl<. dan kewajiban Wajib Pajak disatu pihak 

de gan Direktorat J enoeral Pajak (DJP' ilain pihak dal peraturan 

perpajakannya serta pelaksana ya dan rnulai berlakunya suatu 

ketentuan perat'UPan perundang-undangan ama ba-gi selnruh Wajib Pajak 

tanpa kecuali. 

2. Untuk rnengetahm lebih dalam hak dan kewajiban Wajib Pajak apabila 

ada proses keberatan maupun pennohonan banding yang diajukan oleh 

Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak sehingga Wajib Pajak tidak 

merasa berada dipihak yang dirugikan dan dalam melakukan kewajiban 

perpajakannya lebih berhati-hati sehingga sesuai dengan ketentuan yang 

telah digariskan yang pada akhimya kesalahan dapat diminimalisir. 

3. Dilakukan perubahan atas Undang-Undang maupun peraturan lain yang 

berkaitan dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sehingga 
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bunyi aturannya sinkron satu sarna lain atau dilakukan perubahan atas 

Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa itu sendiri. 

4. Diharapkan pembuat Undang-undang Perpajakan baik Eksekutif 

(Pemerintah) maupun Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih 

memperhatikan asas kepastian hukum dan keadilan yang tidak memihak 

kepada siapapun serta tata cara pembentukan perundangan-undangan atau 

Legal Drafting. 

Sedangkan kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara teoritis diharap an dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 

perkembangan hukum pada umumnya dan hukum pajak pad a k!:hususnya. 

2. Secara praktis, diharapkan nantinya dapat menjad' bahan masukan dan 

sumbarngan pemikiran bagi pembenrukan P.eraturan yang ada hubungannya 

dengan peraturan Perpajakan dan agar masyarakat luas khususnya Waj ib 

Pajak maupun konsulen pajak mengetahui hakny:a dalam pembahasan akhir 

basil pemeriksaan. 

D. cranglia Teori dan Konsepsional 

Pajak dan pungutan yang beFsifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang­

Undang. Hal ini meFijat:Ji dasar hukum pembentukan UU KUP yang telah 

beberapa kali dirubah tennasuk UU KQP Nomor 16 Tahun 000. 

Beberapa tahun kemudian setelah masa awal Tax Refonn (Tahun 1984) 

yakni pada tanggal 9 Nopember 2001 UUD Tahun 1945 telah diamandemen 

untuk ketiga kalinya dan merubah Pasal 23 UUD Tahun 1945 sebelumnya yang 

mengatur mengenai pajak menjadi Pasal 23A yang berbunyi bahwa Pajak dan 

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan 

Undang-Undang. Hal ini menjadi salah satu dasar hukum (selain Pasal 5 ayat (1), 

Pasal 20 UUD Tahun 1945) pembentukan UU KUP yang baru yakni UU Nomor 

28 Tahun 2007. 
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Sebenarnya pembentukan Undang-Undang Perpajakan tersebut sudah 

memenuhi ketentuan seperti yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945 khususnya 

Pasal23A. Artinya pembentukan UU Perpajakanjuga harus disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang sah dalam menetapkan sebuah 

Undang-Undang dimana sebelumnya telah rnelalui proses yang panjang sehingga 

nantinya dapat berlaku secara umum setelah disahkan oleh Presiden dan 

dituangkan dalam Lembaran Negara Rl. 

Dalam pembentukan sebuah Undang-Undang, Dewan Perwa.kilan Rakyat 

dan juga pemerintah harus memperhatikan betul kaidah, filosofi, asas, logika 

hukurn, dan lain sebagainya yang bedaku dalam suatu peruajakan agar nantinya 

Undang-Undang tersebut dapat diterima rnasyarakat luas dan dapat berlaku 

efektif. 

Ada bebercwa teori atau asas :yang terkenal yang berlaku hampir d·semua 

negara yang memberlakukan ketenfil perpajakan yang modem. Beberapa 

contoh imana satu dengan yang lainnya ada kesamaan-kesamaan tertentu yang 

dapat dirangk:um yakni: 

Adam Smith ~menurut Safri Nurrnantu, 005) dalam bukunya Wealth of 

Nations dengan ajaran yang ter enal The Four Maxims, asas pemungutan pajak. 

adalah seba:gai berikut: 

- Asas Equality (asas !Ceseimbangan dengan kemampuan atau asas 

keadilan): pemungutan pajak yang ilakukan le negara harus sesuai dengan 

kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak. Negara tidak boleh bertindak 

diskriminatif tcrbadap Wajib Pajak. 

- Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus 

berdasarkan Undang-Undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai 

sanksi hukum. 

- Asas Convinience of Payment (asas pungutan pajak yang tepat waktu 

atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi Wajib 

Pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat Wajib Pajak baru menerima 

penghasilannya atau disaat Wajib Pajak menerima hadiah. Dalam UU Perpajakan 

Indonesia hal ini telah diatur dalam Pasal 21 atau lebih dikenal dengan istilah 

Withholding Tax. 
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- Asas effeciency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan 

pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan 

pajak lebih besar dari basil pemungutan pajak. 15 

Adapun asas-asas pemungutan pajak yang lain adalah: 

Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus 

berdasarkan besar kecilnya penghasilan Wajib Pajak. Semakin 

tinggi penghasilan rnaka semakin tinggi pajak yang dibebankan. 

Hal ini berlaku di Indonesia dengan adanya tarif progresif dalam 

Undang-Undang Pajak Penghasilan. 

Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digwtakan 

untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan 

umum. Di Indonesia m ngkin hal ini belum secara maksimal 

dicapai, diharapkan demikian dan untuk kemakmuran dan 

kesejahteraan bangsa Indonesia. 

Asas yuridis segala pungutan ajak harus berdasarkan Undang­

Undang. Asas ini mirip dengan asas Certainty Adam Smith. al 

ini juga tercantum 'e)as Clalam UUD Tahun 1945 Pasal 23A dan 

telah dllaksanakan setiap kita akan membuat peraturan perundang­

undangan perpajakan. 

A as kepastian hukum atau prinsip kepastian huldlrn sangat penting da1am 

suatu sistem perpajakan kru:ena akan membcrikan Jaminan kepada setiap Wajib 

Pajak untuk tidak ragu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk 

menjamin adanya kepastian liukum dalam pungutan pajak maka sistem 

perpajakan harus diatur dengan perangkat perundang-undangan. Apakah dengan 

tersedianya perundang-undangan terse\)ut telah c p?~elum, karena selain itu 

hal yang terpenting adalah penerapan peratu~an tersebut secara benar dan adanya 

law enforcement terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak atas 

ketentuan perpajakan yang sedang berlaku. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan 

perpajakan yang memiliki multi interpretasi atau multi penafsiran akan 

15 Safri Nurmantu, Pe11gantar Pe1pajakan, CeL III, (Jakarta: Granit, 2005) 
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menyulitkan seandainya terjadi perselisihan antara kedua pihak yakni Wajib 

Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. 

Masalah lain mengenai kepastian hukurn akan muncul jika suatu 

peraturan kemudian diamandemen dimana proses penyusunan amandernen 

peraturan tersebut hasilnya menjadi lebih luas atau menjadi sangat berbeda dari 

peraturan sebelumnya namun tetap juga dapat diberlakukan dan diterapkan kedua 

Undang-Undang yang berbeda tersebut wa\aupun atas Wajib Pajak yang sama 

atau dengan kata lain Undang-Undang yang belum diamandemen dan yang sudah 

diamandemen tetap berlaku dalam waktu yang bersamaan. 

Berbicara tentang spek kepastian hukum akan mehpuf tiga hal yang 

saling berkaitan )lakni peraturan, penerapan dan proses ,peradilan/penegakan 

peraturan tersebut. Seringkali peraturan-peraturan dan pelaksanaannya yang 

bertujuan mempermudah kesulitan-kesulitan teknis )lang timbul dalam hukum 

dari waktu kewaktu tidak diartikulasikan .secara cukup jelas. Hal itu justru 

menambah masalah dibandingk.an dengan manfaat yang dituju. Sehingga menjadi 

penting untuk ...mengindentifikasi dan mengartikulasikan, dalam konte~s 

perpaj akian, peratur ..:peraturan pelaksanaan yang memungkinkan hukum bekerj a 

secara lebih efektif dengant tetap memberikan kepastian yang dibutuhkan Wajio 

Pajak. Prof Mansyuri mengingat an bahwa pentingnya asas kepastian htikum 

dalam sistem perpajakan nasional disebabkan oleh adanya hubungan timbal balik 

antara hak dan kewa"iban dalam pajak. Negara memegang h untuk 

mengenakan pajak dan kewajiban Wajib Pajak untuk membayar pajak. 

Sebaliknya hak Wajib Pajak untuk mendapatkan perliniiungan hukum atau 

memperoleh keadilan, dan kewajib n negara untuk memberikan jaminan keadilan 

kepada Wajib Pajak. Jadi harus ada jaminan hukum baik yang menyangkut 

kepentingan negara maupun Wajib Pajak. 16 

Ketentuan pajak harus memungkinkan untuk dilaksanak:an, terkadang 

Wajib Pajak bingung untuk menjalankan ketentuan perpajakan karena disatu 

ketentuan Wajib Pajak wajib melaksanakan sedangkan dalam ketentuan lain 

Wajib Pajak tidak wajib melaksanakan ketentuan tersebut. Misalnya seorang 

Wajib Pajak bisa saja mempunyai beberapa Surat ketetapan pajak (misalnya 

16 Widi Widodo, Taxpayers Rights, Cet. I, (Bandung: CV. Alphabeta, 2008) 
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SKPKB) yang terdiri dari tahun pajak yang berbeda-beda, atas satu SKPKB 

barang milik Wajib Pajak harus tetap dilelang sementara atas SKPKB yang lain 

sesuai dengan ketentuan baru barang milik Wajib Pajak tidak perlu dilelang 

padahal barang milik Wajib Pajak hanya itu. 

Memang salah satu aspek yang penting dalam Hukum Pajak adalah 

adanya kepastian hukum. Kepastian hukum adalah suatu kondisi dalam mana 

tidak terdapat keragu-raguan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan 

menjalankan hak perpajakan baik bagi Wajjb Pajak maupun bagi pejabat pajak 

(fiskus). Kepastian hukum perpajakan terdapat dalam Undang-Undang 

Perpajakan sebagai n:fjukan utama dan peraturan pel sanaannya (misalnya: 

Peraturan Pemerintah, Kepmenkeu, Surat Edaran Dirjen Pajak, dll) sebagai 

rujukan berikutnya. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat 

(wording) Undang-Undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeaa. Baik wording maupun sernangat (spiri t) 

Undang-Undang tidak boleh me imbulkan penafsiran yang berbeda (ambiguous), 

jika kepastian hukum hendak dicapai .17 

E. Metode Penelitian 

Penelitian ini penelitian y ridis normatif yang bersifat deskriptif analisis 

dengan mengacu pada peratura:n perundang-undangan yang berlaku serta aktor­

fak tor yang mempengarufii bekerjan:ya hukum itu sendiri. 

Data yang diperlul(an dalam penelitian hukum ini meliputi data sekunder 

yang terkumpul dari bahan pustaka d data rimer yang diperoleh langsung dari 

lapangan atau dari Wajib Pajak. 

Data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan pustaka melalui 

penelitian kepustakaan, berupa : 

1. Bahar1 hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

dalam hal ini adalah peraturan perundang-undar!gan yang berlaku 

yang berhubungan dengan permohonan keberatan dan banding seperti 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 16 

17 Safri Nurmantu, Pengamar Perpajakan, Cet. III, (Jakarta: Granit, 2005) 
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Tahun 2000, Undang-undang Nornor 19 Talmn 2000, Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri 

Keuangan, maupun Surat-Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 

(Dirjen Pajak) dan literatur yang berkaitan dengan Keberatan, 

Banding dan Penagihan Pajak. 

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku, basil 

penelitian, artikel dan makalah dari kalangan hukum yang berkaitan 

dengan penulisan ini. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap balilan hukum primer dan sekunder, seperti 

F. Sistematika Pcnulisan 

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan rincian 

sebagai berilrut : 

Bab I ~endahuluan 

Bab ini berisi uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, kerangka teori da.Fl konsepsional, metode 

peneHtian yang terdiri dari sifat penelitian , lokasi penelitian, 

sumber data, ana lisa data serta sistematika penulisan. 

Bab II Keberatan, Banding dan Penagihan Pajak 

Dalam bah ini dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan 

pengajuan keberatan, permohonan banding dan penagihan pajak 

dengan surat paksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia. 

Bah Ill Pengajuan Kcberatan maupun Banding tidak menunda dan 

dapat menunda Penagihan Pajak 
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Dasar Hukum Penagihan Pajak atas hutang pajak yang belum 

dilunasi karena utang pajak tersebut sesuai dengan UU nomor 16 

Tahun 2000 dan atas utang pajak yang belum dilunasi karena 

utang pajak tersebut tidak disetujui oleh Wajib Pajak dalam 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan sehubungan dengan terbitnya 

UU Nomor 28 Tahun 2007. 

Bab IV Ketidakpastian Hokum atas pengajuan Kebcratan maupun 

permohonan Banding. 

Dalam bab ini penulis mencoba menyajikan bahwa akan terjadi 

ketidakpastian hukum tBrhadap Wajib Pajak karena akan terjadi 

du ketentuan yang saling bertentangan dalam waktu bersarnaan 

dan harus diterapkan atas Wajib Pajak- Wajib Pajak dalam satu 

Kantor Felayanan Pajak ( P yang sama, bafikan dapat terjadi 

pada satu Wajib Pajak diterapkan dua ketentuan yang berbeda. 

Bab V Penutup 

Dalam bab ini al(an dikemukakan mengenai kesimpulan dan saran 

atas penelitian yang tel.ih digambarkan dalam bah terdahulu. 

Universitas Indonesia 



Ketidakpastian Hukum..., Hotmian Helena S, FH UI, 2009

23 

BAB 2 

KEBERA1'AN, BANDING dan PENAGIHAN PAJAK 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila 

dan UOD 1945, bertujuan mewujudkan ata kehidu an negara dan bangsa yang 

adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan teitib serta menjamin kedudukan hukum 

yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tuj an dimaksud 

pembanguann nasional yang dilaksanakan secara belikesinambungan dan 

berkelanjutan Sfi:rta merata diseluruh tanah air memerlukan biaya besar yang 

harus diga i terutama dari sumber kemampuan sen iri. 

Oalam rangka kemandirian ersebut, peran masyarakat dalam pemenuhan 

kewajiban dibidang perpajak:an peFiu terus ditil'lgkatkan dengan mendorong 

kesadaran, pemahaman dan penghayatan bllh_wa pajak adalah sumber utama 

pembiayaan negara dan pembangunan nasiuonal erta merugakan salah satu 

kewajiban kenegaraan sehingga setia anggota masyarakat wajib berperan aktif 

dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. 

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, 

biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan 

wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, 

harga beli barang, dan sebagainya; hak untuk mengusahakan sesuatu dengan 

membayar sewa kepada negara. 18 

18 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua. Depdikbud, Balai Pustaka 1995 
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Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang 

Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 19 

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepada daerah taiJpa imbalan langsung 

yaiJg seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang­

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembanguan daerah. 20 

Hukum pajak disebut juga hukum fiskal, adalah keseluruhan dari 

peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk engambil 

kekayaan seseo ang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan 

melalui kas negara, sehingga ia merupakan ba •ian dari hukum publi~, yang 

mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan­

badan {hukum) yang berkewajiban me bayar pajak (selanjutnya disebut Wajib 

Pajak). Ciri-ciri y~g melekat pada pengertian pajak adalah: 

1. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-Undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontapresta i 

indivi ual oleh negara. 

3. Pajak dipungut oleh negara 5'3ik oleh pemerintah pusat maupun daerah. 

4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluara -pengeluar pe . erintah yang 

bila oari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk 

membiayai public investment. 

5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak budgeter yaitu 

mengatur. 21 

19 Indonesia, Undung-rmda11g lellfang Ketenluwr Vmum dan Talacara Pe1pajakan, UU 
No. 28 tahun 2007, LN No. 85 Lahun 2007, TLN No.4740, ps.l. 

20 Indonesia, Vndang-undang tentang Pajak Daerah, UU No. 18 tahun 1997, LN No. 41 
Tahun 1997, TLN No.3685, ps.l. 

21 Santoso Brotodihardjo, Penganrar Jlmu Hulmm Pajak, Cet. liT, (Bandung: Eresco, 1991) 
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Menurut Undang-Undang Pengadilan Pajak, Pajak adalah semua jenis 

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan 

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang­

undangan yang berlaJ...'U.22 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

bemegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena karena pajak 

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran 

terrnasuk pengeluaran pembangunan. Ada beberapa fungsi pajak antara lain : 

Fungsi Anggaran (Budgeter), Fungsi mengattir (Regulerend) dan Fungsi 

Stabilitas. Selanjutnya pajak Clapat digunakan sebagai ala · sarana untuk mencapai 

tujuan tertentu dalam masyarakat yang ada diluar bidang keuangan negara (fungsi 

mengatur). 

Fungsi Budgeter disebut sebagai fungsi utama pajak atau fungsi fiskal 

ya itu alat untuk memas kkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan 

Undang-Undang perpajakan. Sesuai dengan fungsi budgetemya, maka sudah 

barang tentu bah a biaya-biaya untuk mengenakan dan untuk memungut pajak 

harus sekeeil-kecilnya dibandingkan besamya jumlah pajal(yang masuk ke dalarn 

kas negara untuk dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran negara atau populer 

dengan sebu fungsi anggaran. Oleh karen itu pemerintah akan berusaha untuk 

memaksimalkan penerimaan negara aari sektor paJak. 

Fungsi mengatur memang mengurangi emasukan uang kedalam kas 

negara, tetapi tidak bol h dilupakan basil }'ang akan dicap i dalam jangka 

panjang. Tapi perlu juga diperhatikan bahwa pungutan pajak unttik membiayai 

pengeluaran negara, clan dengan itu berarti untuk K.elangsunga:n hidup negara 

tidak dapat dilakukan secara tak terbatas. Kurang bijaksana rasanya fungsi 

budgeter pajak diunggulkan tanpa rnemperhatikan fungsi mengatur atau dengan 

mengabaikan sama sekali fungsi mengatur tetapi hanya memberikan titik berat 

pad a pemasukan uang ke dalam kas negara. 23 

22 Indonesia, U11dang-undang 1e111ang Pengadilcm Pajak, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 
27 talmn 2000, TLN No.4189, ps.l. 

21 Rochmat Soemitro, Azas dan Dasar Pe1pajakan 1, eel. III, (Bandung: Eresco, 1988), 
hal.2. 
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Fungsi Stabilitas, dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk 

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga 

inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan 

mengatur peredaran uang dirnasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak 

yang efektif dan efisien. 24 

Dalam Fungsi mengatur, pemerintah bisa mengatur pertumbuhan 

ekonomi melalui kebijaksanaan pajak yang antara lain dalam menyusun peraturan 

perundang-undangan perpajakan dimana hal tersebut tercantum baik yang tersirat 

maupun tersurat (keinginan pemerintah) dalam setiap pasal-pasalnya. 

Bahkan seiring dengan perkembangan sitem pemerintahan dan sistem 

demokrasi, fungl)i mengatur dari pajak ini harus diarahkan pada fungsi pelayanan 

pemerintah daerah kepada ra atnya. Dengan demikian, paradigma pajak daerah 

yang selama ini rnelekat pada pajak, yaitu tanpa irnbalanlkontJ,aprestasi harus 

diubah dan diarahk:an pada fungsi pajak: ang memberikan imbalan kepada sektor 

Keberatan 

Sistem Self Assessment dalam siste perpajakan Indonesia €n u 

mengharapkan kejujuran Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan 

(SPT) dengan benar dan tepat wak: u. lfanpa miliki data atau infonnasi yang 

cukup Direktorat Jendera l Pajak su it u tuk mengetahui ketidakbenaran pengisian 

Surat Pemberitaliuan (SPT) yang dilakukan olefi Waj•b Pajak yang tidak jujur 

sehingga nantinya akan berimbas pada penerimaan pajak yang tidak optimal. 

Direktorat Jenderal Pajak juga dituntut untuk selalu melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan 

tersebut adalah melalui pemeriksaan. Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak 

untuk melakukan pemeriksaan tersebut diatur dalam Pasal 29 UU KUP. Dari 

!J "Fungsi Pajak", http://id.wikipedin.org/wiki/Pajak, 28 Marel2008. 

zs Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah lli Indonesia, Cct II. (Jakarta: Yellow Printing, 
2007) 
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hasil pemeriksaan ini akan menghasilkan Surat ketetapan pajak. Surat ketetapan 

pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, 

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, 

atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Yang dimaksud dengan: 

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak, 

jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 

besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar. 

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah 

su at ketetapan pajak yang menentukan tambahan atau jumlah pajak 

yang telah ditetapkan. 

• Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak 

yang menentukan jumlah pokok pajak sam a besamya dengan jumlah 

kredit _P-ajak atau pajak tidak terutamg oan tidak ada kredit pajak. 

Sura Ketetapan Pajak Lebih Sayar (SKPLB} adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayar pajak karena 

jumlah kredit pajak lebih besar daripada a·ak yang terutang atau 

seh-arusnya tidak terutang. 

Apabila Wajib Pajak tidak setuju atas Surat ketetapan pajak yang telah 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak elalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP), 

rnaka Wajib Pajak dapa mengajukan keberatan. Ditinjau dari segi fisiknya Surat 

Keberatan adalah surat yang l:)erisi pemyataan Wajib Pa~ak tentang 

ketidaksetujuan Wajib Pajak tersebut ter adap jumlah yang menjadi dasar 

pengenaan pajaknya. Pasal yang mengakomodir keberatan Wajib Pajak tertuang 

dalam Pasal 25 UU KUP (baik KUP lama maupun KUP baru). 

Pasal 25 Undang-U ndang Nom or 16 Tahun 2000 ten tang KUP an tara lain 

menyebutkan : 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat 

Jenderal Pajak atas suatu: 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 
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c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Peugajua11 keheratalt tidak memmda kewajiha1z membayar pajak 

dan pelaksa!laau penagihau pajak. 26 

Dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP 

(Undang-Undang barn) disebutkan ketentuan Pasal 25 diubah sehingga antara 

lain berbunyi sebagai berikut : 

(1) Wajib Pajak dap,at mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat 

Jenderal Pajak atas suatu : 

a. Surat etetapan Pajak Kurang Bayar; 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar :ram ahan; 

c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; 

d. Surat Ketetapan Pajak Lebih iBayar: atau 

e. Pemotongan atau Jl'emungutan oleh pinak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

(2) Dalarn hal Wajib Pajak men 7ajukan keberatan atas surat ketetapan 

Rajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar 

paling sedikit sejumhih yang telall disetlljui Wajib Pajak dalam 

pembaha:san ak.hir hasil pemeriksaan, sebelu surat keberatan 

disampaikan. 

(3) Dalam hal Wajib P dak mengajukan keberatan, jangka waktu 

pelunasan pajak sebagaimana dimaksutl dalam Pasal 9 ayat (3) atau 

ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 

keberatan, tertangguh sampai dengan I (satu) bulan sejak tanggal 

penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 

26 Indonesia, Undang-rmdang lemang Ketentuan Umum dan Tatacara Petpajakan, UU 
No. 16 tahun 2000, LN No. 126 Tahun 2000, TLN No.3984, ps.25. 
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(4) Jumlah pajak: yang belum dibayar pada saat pengajuan pennohonan 

keberatan tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimak:sud 

dalam Pasal II ayat (1) dan (1 a)?7 

Banding 

Wajib Pajak setelah menenma Surat Keputusan Keberatan yang telah 

ditetapkan dari Direktorat Jenderal Pajak masih tidak setuju atau belum merasa 

puas dengan sebagian maupun seluruh is-i dari putusan keberatannya masih dapat 

mengajukan pennohonan banding yang dimungkinkan oleh Undang-Undang 

dengan syarat-syarat tertentu. Untuk saat ini pennohonan banding hanya dapat 

diajukan oleh Wajib Pajak kepa:da badan peradilan paj ak yakni Pengadilan 

Pajak. 

Banding adalah : Persamaan; tara; imbangan; Hak. pertimbangan 

pemeriksaan ulang terhadap putusan pengad il oleh pengadilan yang lebih 

tinggi atas pennintaan terdakwa atau jaksa; apabila tidak P.Uas dengan putusan 

PengaCiilan Negeri boleh minta banding ke Pengadilan Tinggi.28 

Banding juga merupakan upay hukum yang dapat difakukan oleh Waj ib 

Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan 

banding berdasarkan peratu ~run ang-undangan perpajakan yang berlaku?9 

Pasal 27 UU Nomor ,)6 Tahun 2000 tentan KUP antara lain disebutkan 

bahwa: 

(I) Wajib Pajak dapat mengajukan penno!lonan banding hanya 

kepada badan perad ilan pajak terhadaP. keputusan mengenai 

keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bajak. 

(2) Pengajuan permohonan banding lidak men nda kewajiban 

membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.30 

21 Indonesia, Undang-undang lenlang Kelentuon Umum dan Talacaro Perpajakan, UU 
No. 28 tahun 2007, LN No. 85 tahun 2007. TLN No.4740, ps.25. 

29 Karnus Besar Bllhasa Indonesia. Depdikbud, Balai Pustaka 1995 

:!\.Indonesia, Undang-undang tenlang Pengadilan Pajak, UU No. 14 tahun 2002. LN NO. 
27 tahun 2000, TLN No.4189, ps.2. 
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Sedangkan dalam Pasal 27 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP 

disebutkan bahwa ketentuan Pasal 27 diubah sehingga antara lain berbunyi 

sebagai berikut : 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan perrnohonan banding hanya kepada 

badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding,jangka waktu pelunasan 

pajak sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau 

Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat 

pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan l (satu) bulan sejak 

tanggal penerbitan Putusan Banding. 

(3) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan pennohonan 

keberatan tidak te asuk sebagai utang pajaki sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal II ayat ( 1) dan ayat (I a). 

Jumlah Qajak yang belum dibayar pada saat pengajuan ~rrnohonan 

banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan 

Putusan Banding diterb1tkan?1 

Dalam penje asannya antara lain dise utkan : Wajib Pajak ang 

mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak yang diajukan banding 

tertangguh sampai dengan 1 (satu~ bulan sejak tanggal penerbitan Putusan 

Banding. Penangguhan pelunasan pajak menyebabkan sanksi administrasi berupa 

bunga sebesar 2% (odua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 

tidak diberlakukan atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 

keberatan; dalam al permohonan banding Waj1b Pajak ditolak atau dikabulkan 

sebagian, jumJah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pajak 

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan harus dilunasi paling lama 1 

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding, dan Penagihan dengan 

30 lndoncsi~ Undang-tmdang ren/ang Keten/uan Umum dan Tatacara Perpajakon, UU 
No. 16 tahun 2000, LN No. 126 tahun 2000, Tl .N No.3984. 

31 
Indonesia. Undang-undang rentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, UU 

No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No.4740. 
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Surat Paksa akan dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak 

terse but. Disamping itu waj ib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda 

sebesar 100% (seratus persen). 32 

Penagihan Pajak 

Sebagaimana halnya dengan setiap kewajiban, maka kewajiban dalam 

hukum pajakpun harus diselesaikan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. 

Sebaliknya pembuat peraturan perpajakan j uga memperhatikan kemungkinan 

bahwa kewajiban tersebut dapat tidak dilaksanakan secara sukarela sehingga 

perlu memikirkan peraturan tentang tindakan-tindakan yang dapat diambil fiskus 

untuk memaksa Wajib Pajak untuk melunasi kewajibannya. Dalam tindakan 

untuk memaksa pada prinsipnya tiCial( dipandang siapa orangnya yang tidak 

memenohi kewajibannya tapi hanya melihat ken ataan bahwa telah ada orang 

yang tidak memenufii kewaj iban perpajakannya. 33 

Karena harta keka)'aannya terasa dikurangi untuk embayaran pajak, 

maka jika ada peraturan atau kebijakan baru d i bidang perpajakan, J(eluhan 

masyarakat Wajib Pajaklah yang terJebih dahulu mengemuka dibandingkan 

dengan bagaimana harus bersikap seeara positif dalam memandang peraturan 

perpajakan tersebut. Adanya pajak te tang baik yang-timbul karena adanya 

peristiwa, keadaan atau perbuatan maupun karena telah ditetapkan oleh Kan or 

Pelayanan Pajak yang mengharuskan Wajib Pajak untuk melunasinya. 

Dalam pelaksanaan peraturan per ndang-undangan perpajakan, sering 

terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak se6agaimana mestinya 

sehingga memerlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum 

yang memaksa yang mampu mernberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat 

mendorong penghayatan kesaCiaran dan kepatuHan masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya. Saat ini Undang-Undang Penagihan Pajak dengan 

Surat Pak.sa yang populer dikalangan fiskus dengan sebutan UU PPSP yang 

32 Ibid, Penjelasan 

l:. Santoso Brotodihardjo, Penganrar 1/mu Hukum Pajak, Cet. HI, (Bandung: brcS<X:, 
1991), hal. 188. 
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berlaku adalah UU Nomor 19 Tahun 2000 sebagai perubahan dari UU Nomor 19 

Tahun 1997. 

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannnya masih dijumpai 

adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak 

sebagaimana mestinya. Terhadap tunggakan pajak itu, perlu dilaksanakan 

tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. 

UU PPSP tersebut diharapkan dapat mengatasi semua pennasalahan yang 

timbul dalam masyarakat, khususnya permasalahn rnengenai tunggakan pajak 

yang mampu memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan 

masyarakat Wajib Pajak. UU Penagihan pajak yang demikian diharapkan dapat 

memberikan pttnekanan yang lebih pada keseimbangan antarn ke ntingan 

masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Ke~seimbangan kepentingan 

tersebut berupa pelaksanaan hak dan kewajiban olen kedua be ah pihak )lang 

tida · berat sebelah ata tidak memihak. aCiil, serasi dan selaras dalam wujud tata 

aluran yangjelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.34 

Suatu tindakan (diharapkan santun dan bcrtanggungjawab) ;yang 

dilakukan oleh tiskus atau aparat pajak khususnya Juru Sita P~i· · Negara seperti 

menegur dengan mengirimkan Surat Teguran, memberita.ln.!ka.'l Surnt Palesa, 

mengusulkan pencegahi!!l agar seseorang tidak bisa ke luar negeri, mehksa.'!a..,.a."l 

pcnyitaan atas bar-d...'1g bergerak maupun tid • bergerdk rnaupun me!elang barang 

milik W<~:iib Paja'i( dimana ti.l'J.da.L:an in! dila\.l!.·an agar Wajib Pa,jak atau 

Penanggung Pajak me!unas! utang pajak yang masih tertunggak di Kantor 

Pelayanan P~jak. 

Pasal 10 ayat 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat PakSa (UU PPSP) -yang sampai saat ini belum 

dicabut atau dirubah- disebutkan bahwa Pengajua.'l kebemt<~n o!eh Wajib 

Pajak tidak mcngakibatl(an penundaan pelaksanaan Sura! Pak~a. Buny! ~.:s2! 

tcrsebutj!..!ga diula!"!gi dalam Pa<>a111 ayat 2 yang berbunyi: Peng:?,iu:m keberata!l 

l4 Indonesia. Undong-undang tenlang Penagihan Pajak dengan Srual Paksa, UU No. 19 
Tahun 2000, LN No. 129 tahun 2000, TLN No.39987, Pcnjclasan. 
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atau pennohonan banding tidak menunda kewa_jiban membayar pa_iak dan 

pelaksanaan penagihan pa_jak.35 

Berikut beberapa bunyi pasal-pac;al maupun ayat-ayat yang tercantum 

dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa 36 antara lain yaitu: 

• Penagihan P~jak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pa,jak 

melunasi utang pa_jak dan biaya penagihan pa_jak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita. 

• Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar tennasuk sanksi 

administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam 

surat ketetapan pa_jak atau surat sejenisnya IJerdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pefPajakan. 

• Pengadilan Negeri adalah e,enga(li an Negeri yang daerah hukumny:a 

meliputi tempat tindakan penagihan pajak. dilaksanakan. 

• Jurusita pajak adalah pelaksana penagihan pajak yang meliputi penagihan 

seketika dan sekaHgus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan 

penyanderaan. 

• Surat f aksa adalah surat perintah membayar utang pajak. dan biaya 

penagihan pajak. 

• Penyitaan adalah tindakan Jurusita ajak untuk menguasai barang 

Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untul< melunasi utang pajak 

men urut peraturan perundang-undangan. 

• Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan 

utang pajak. 

JS Ibid, ps 10 dan ps. 41 

~ imione.sia. Undang-undang tentang Penagihan Pajaic dengan Surar Pak.sa, UU No. i9 
Tahun 2000. LN No. 129 tahun 2000. TLN No.39987. 
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• Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara 

penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan 

peminat atau cal on pembeli. 

• Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap 

Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah negara Republik 

Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

• Penyanderaan adalah pengckangan sementara waktu kebebasan 

Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. 

• Gugatan atau sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan 

penagihan pajak atau kepemilikan Harang sebagaimana diatur dalam 

perundang-undangan yang bersangk.uta:n. 

• Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatka 

pelaksanaan Surat Paksa. 

nundaan 

• Lelang tetap daRat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh 

Wajib Pajak belum memperoleh keputusan keberatan. 

• Hak penanggung Pajak atas barang yang telah dijelang berpindah kepada 

pembeli dan kep i:lanya diberikarl Risalah Lelang yang merupakan bukti 

otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak. 

• Sanggahan pihak ketiga terhada~ kepemilikan bamng yang disita hanye~ 

dapat CJiajukan ke Perngad il Negeri . 

• Apabila setelah pelaksanaan lelang Waj1b Pajak memperoleh keputustin 

keberatan atau keputusan bandin0 yang mengakibatkan utang pajak 

menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan 

pembayaran paj'!k, Waj ib Pajak tidak meminta ata lidak berhak 

menuntut pengembalian barang yang telah dilelang. 

Pejabat mengernbalikan keleb1han pembayaran dalam bentuk uang sesuai 

dengan kctentuan per.tturan perundang-undangan perpaj akan. 

Penagihan pajak tidak dilaksanakan apabila tel11h dalmvarsa sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang dan peraturan daerah. 
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Karena menganggap begitu pentingnya peran Direktorat Jenderal Pajak 

sampai Presiden (ketika itu baru saja terpilih) melaksanakan kunjungan ke 

Direktorat Jenderal Pajak. Berikut transkripsi pengarahan Presiden Republik 

Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak 

di Jakarta tanggal 27 Oktober 2004: Thema kunjungan Presiden selain 

sinkronisasi, koordinasi, dan sinergi penegakan hukum, keadilan dan Hak Azasi 

Manusia, Presiden berpendapat bahwa perpajakan, atau pajak memiliki beberapa 

dimensi ekonomi, dimensi sosial, dimensi keadilan dan juga dimensi hukum. 

Peran Direktorat Jenderal Pajak sangat~sangat penting, dimana hampir 

80% besamya kontribusi untuk penerimaan negara. Bila sasaran tersebut tercapai 

(kemelesetan) maka penerimaan negara beruf:l . Pemutihan, pengampunan, itu 

juga penting untuk memenuhi rasa keadilan dan mendapatkan manfaat yang 

nyata, dibandingkan kalau tidak ditempuh atau dipilih kebijakan itu. 

Kewenangan fiskus, secara administrasi kewenangan yang dimiliki oleh 

fiskus adaJah engatur, menerapkan dan melaksanakan administrasi perpajakan 

sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam perundang~undangan perpajakan. 

Sifi t memaksa merupakan karakteristik dari Undang~Undang yang berada dalam 

lingkilp hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu 

(penduduk atau perusahaan) dengan negara. Pemaksaan ini dapat dilakukan 

melalui sa__Dksi~sanksi yang-dijatuhkan. :n 

Temxata hal ini (melakukan kunjungan) tiap tahun Direktorat Jendera l 

Pajak selalu dikunjungi Pl:esiden/K.epala egara guna mela rkan Surat 

Pemberitahuan (S iahuna Pajak Penghasilan Orang Pribad i. Seorang 

Presiden, ditengah tugas~tugas kenegaraan ~an ~gitu banyak., tetaR saja harus 

meluangkan waktu untuk menjalankan kewaj iban perpajakannya, tanpa kecuali. 

KeteJadanan Presiden memberi makna yang begitu dalam dan luas bagi kita 

sebagai warga negarn apalagi ditengah situsai mas' rendahnya tingkat kepatuhan 

Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. 

Dalam ilmu hukum yang dapat memaksakan sanksi terhadap peJanggaran 

illidah hukum adalah penguasa, hal lersebut disebabkan mereka diberikan 

;, T<:•_on:~~;;::~ !'·~!:::!:.::n Republik Indo::.~i:! S:.:~i!u Ha:nb:mg Yudhoyono ke Dir.!k!.or2.1 
kmleral Pajak pada tanggal 27 Oktobcr 2004. 
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kekuasaan dalam penegakan hukum. Hukum dimaksud meliputi antara lain 

hukum administrasi yang mengatur mengenai prosedur manajerial birokrasi yang 

diadministrasikan oleh eksekutif, dimana unsur kekuasaan lebih ditekankan dari 

pada yudikatifuya. Hal ini dapat ditemukan dalam pasal Undang-Undang 

perpajakan yang mengatur: kewenangan fiskus utmuk melaksanakan penagihan 

pajak terutang meskipun keberatan atau banding masih dalam proses pemeriksaan 

dan keputusannya; fungsi yudikatif dilaksanakan oleh fiskus meskipun biasanya 

kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang kepada 

pengadilan/yudikatif. Juru Sita Pajak Negara dalarn melaksanakan tugasnya 

merupakan pelak.sanaanleksekusi dari keputusan yang sama kedudukannya 

dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.38 

.l8 Ali Purwito dan Rukiah Komariah, Pengadilan Pajak Proses Keberalan dan Banding, 
Edisi Revisi, Lcmbaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum UJ 
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BAB 3 

PENGAJUAN KEBERATAN MAUPUN BANDING TIDAK 

MENUNDA DAN D 1\.T MENUNDA PEN GIHAN PAJAK 

Dengan sistem Self Assessment yang dianut clalam sistem perpajakan 

Indonesia sekarang ini, kejujuran W ajib Pajak dalam menyampaikan sumber 

penghasilan sangat mutlak dibutuhkan. Tanpa memiliki data ata informasi yang 

cukup Direktorat Jenderal Pajak akan sulit mendeteksi ketidakbenaran pengisian 

Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh Waj ib Pajak yang tldaK: jujur 

sehingga enerimaan pajak menjadi tidal<! 0ptimal. 

Sistem Self Assessment bukaiilah sebuah voluntary system, dimana 

diasumsikan bahwa Wajib Pajak akan dengan sukarela mematuhinya walaupun 

hal itu secara ekonomis merugikannya. Oleh karena itu peraturan pajak harus 

dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dapat memaksa Wajib 

Pajak untuk membayar pajak dengan idak melupakan prinsip keadilan bagi 

W ajib Pajak. 

Direktorat Jenderal Pajak juga dituntut untuk selalu melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan 

tersebut adalah melalui pemeriksaan. Walaupun Direktorat Jenderal Pajak diberi 

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, Undang-undang juga membatasi 

kewenangan tersebut agar jangan sampai pemeriksaan dilakukan secara 

sewenang-wenang. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak juga 

mempunyai Visi dan Misi yang selalu harus dijaga dan dipedomani yaitu: 

Visi Direktorat Jenderal Pajak : "Menjadi institusi pemerintah 

yang menyelenggarakan sistem administrasi Perpajakan modem 

yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas 

dan profesionalisme yang tinggi". 

Misi Direktorat Jenderal Pajak : "Menghimpun penenmaan 

Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu 

mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Negara rnelalui sistem adminis asi Perpajakan yang 

efektif dan efisien." 

Kewenangan Direktorat J enderal Pajak untuk melakuk:an peme saan 

tersebut diatur dalam Pasal 29 UU KUP. Pemeriksaan adalah serangkaian 

tindakan menghimpun, mengolah data, dan/atau bukti yang dilaksanakaan seeara 

objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguj1 

kepatuhan pemenuhan kewajioan perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam 

rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 39 

Sesuai dengan UU KUP yang lama maup,un UU KUP sebelumnya, Wajib 

Pajak harus rnembayar pajak sesuai 'umlah yang tertera dalam Surat ketetapan 

pajak dalam hal ini tentu urat 

SKPKBT. Sebenamya bu~an hanya SKPKB dan SKPI{B'f yang mewajibkan 

Wajib Pajak harus membayar pajak: yang a-atang tetapi juga atas Surat Tagihan 

Pajak (STP), Surat Kep-utusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan 

Banding serta Putusan Peninja an Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak 

yang masih harus dibayar bertambah. 

Pejabat benvenang menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dalarn rangka 

penagihan pajak. Pasal 1 butir (20) disebutkan Surat Tagihan Pajak (STP) adalah 

surat untuk melakukan teguran pajak dan/atau denda administrasi berupa bunga 

39 
Indonesia, Undang-rmdang lentang Keten/uan Umum dan Tatacara Pe1pajaka11, UU 

No. 28 Tahun 2007, LN No. 85 Tahun 2007, TLN No.4 740. 

Universitas Indonesia 



Ketidakpastian Hukum..., Hotmian Helena S, FH UI, 2009

39 

dan/atau denda. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP antara lain 

apabila: 

1. Pajak Penghasi I an dalam tahun berj alan tidak a tau kurang dibayar; 

2. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai 

ak:ibat salah tulis dan atau salah hitung; 

3. Wajib Pajak dikenai sanksi adrninistrasi berupa denda dan/atau bunga 

4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, 

tetapi tidak membuat faktur pajak atau mernbuat faktur pajak, tetapi 

tidak tepat waktu. 

5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 

yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagairnana 

dimaks d Pasal 13 ayat (5) UU PPN 

6. Pengus a Kena Paj melaporakan faktur: pajak tidak sesuai (lengan 

rna sa penerbitan faktur pajak 

Surat Tagihan P.ajak (STP) mempunyai kekuatan hukum yang sama 

dengan Surat ketetapan pajak sehingga dalam hal penagihannya dapat juga 

dilakukan dengan Surat Paksa40
. 

STP yang diterima oleh Wajib Pajak wajib dilunas'i dalam jangka wa.ktu 

satu bulan atau 30 hari sejak tanggal diterb1tkan leh pejabat yang bersangkutan. 

Bila jan a waktu itu telah lewat dan Wajib Pajak belum melunasinya barulah 

dapat ditagih dengan Surat Paksa. 

Penulis Jebib banyak rnembahas mengenai Surat Ket tapan Pajak Kurang 

Bayar (SKPKB dan Surat etetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) 

daripada Surat Tagihan Paja (STP) karena SKPKB dan S:&PKBT inilah yang 

dapat menjadi dasar Wajib Pajak melhlrukan Pengajuan Keberatan maupun 

Permohonan Banding. Sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan atas 

STP tidak dapat diajukan Keberatan maupun Banding. SKPKB dan SKPKBT 

memuat unsur Dasar Pengenaan Pajak; Pajak yang terutang; Kredit Pajak; Pajak 

yang tidaklkurang dibayar; Sanksi administrasi; dan terakhir yang paling penting 

adalah Jumlalz pajak yang masilz harus dibayar. 

40 Ibid, ps. 14 

Universitas Indonesia 



Ketidakpastian Hukum..., Hotmian Helena S, FH UI, 2009

40 

Begitu juga sebaliknya sistem perpajakan harus dapat meyakinkan bahwa 

hak Wajib Pajak ini dapat dilindungi sehingga setiap kelebihan pembayaran oleh 

Wajib Pajak dari jumlah yang seharusnya dibayar, harus dikembalikan 

sepenuhnya. Otoritas pajak seharusnya berkewajiban memberitahukan kepada 

Wajib Pajak jika menemukan bahwa mereka berhak atas pembebasan atau 

keringanan pajak, pengurangan pajak, serta restitusi belurn diajukannya.41 

Hukum pajak adalah hukum yang tunduk pada norma-norma hukum. 

Prinsip hukum dan asas-asas hukum umum berlaku juga dalam hukum pajak, 

kecuali apabila dalam hukum pajak terdapat ketentuan khusus yang menyimpang 

dari prinsip dan asas . ukum umum. Hukum tid'ak mempunyai wrbawa kalau tidak 

dapat dipaksakan. Maka ciri-ciri hukum itu ialah bahwa hukum (hub gan hak 

dan kewajiban) harus dapat dipaksakan. Paksaan itu tidak boleh. dilakukan 

sendiri, melainkan Harus dilakukan sesuai dengan hukum.42 

Pengajuan Keberatan maup11n Banding tidak menunda Penagihan Pajak 

Ap hila terdapat perbedaan pendapat (dispute) antara piliak Wajib Pajak 

dan fiskus yang dalam hal ini Dire orat Jenderal Pajak mak:a upaya hukum yang 

dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah mengajukan keberatan ke Kantor 

Wilayah melalui Kantor Pelayanan PaJak dimana Wajib Pajak terdaftar. 

Bila ter:jadi sen~eta pajak oitingkat lembaga keberatan pejaoat pajak 

berwenang memeriksa dan mcmutus, jika surat keberatan telah memenuhi syarat­

syarat yang telah ditentukan, ){ewajiban unruk mener6itkan Surat Keputusan 

Keberatan diatur dalam Pasal 26 ayat (1) ang mengatakan bahwa Direktorat 

Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat 

keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. 

Dalam penyelesaian sengketa konsumen pada umunmya dapat 

diselesaikan setidak-tidaknya melalui dua cara penyelesaian yaitu: penyelesaian 

sengketa secara damai dan penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi 

~~ Widi Widodo, Taxpayers Rights, Cet. I, (Bandung: CV. Alphabeta, 2008) 

42 
Rochmat Soemitro, Azas dan Dasar Petpajakan 2, cet. IV, (Bandung: Eresco, 1991) 
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yang berwenang.43 Penyelesaian sengketa secara damai disini dimaksudkan 

penyelesaian sengketa antar para pihak (pemerintah, pengusaha dan konsumen). 

Namun dalam Undang-Undang Perpajakan penyelesaian sengketa harus diajukan 

ke lembaga keberatan yang terdapat dalam instansi Direktorat Jenderal Pajak dan 

lembaga banding yang terdapat pada Pengadilan Pajak. 

Secara lengkap Pasal 25 (Pasal tentang pengajuan keberatan) Undang­

Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP disebutkan: 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada 

Direktorat Jenderal Pajak atas suatu : 

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Sayar Tambaha; 

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; 

d. Surat K tetapan Pajak Ni "I; 

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengari 

mengernukakan jumlah pajaki yang terutang atau jumlah paja yang 

dipotong atau dipungut atau jumJah rugi enurut penghitungan Wajib 

Pajak dengan disertai alasan-alasan yang "eJas. 

(3) Keberatan harus diajukan da lam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 

tanggal sura~ tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), kecuali apaoila Wajib PajaK dapat 

menunjukkan bahwa jangka wa"lctu itu haak dapat dipenuhi karena 

keadaan diluar: kekuasannya. 

( 4) Keberatan yang tidak memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (l), ay_at ~21) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat 

keberatan, sehingga tidak Ciipertimbangkan. 

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Pejabat 

Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda 

4
l Az. Nasution, Hulrum Perlindungan Konsumen, eel: 2, Jakarta : Pcncrbil Diadil Media, 

2006. 
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pengiriman surat keberatan melalui pas tercatat menjadi tanda bukti 

penerimaan surat keberatan. 

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan 

keberatan Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan 

secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, 

penghitungan rugi, pemotongan dan pemungutan pajak. 

(7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak 

dan pelaksanaan penagihan pajak. 44 

Surat ketetapan pajak boleh dipersengketakan keabsahannya pada 

lembaga keberatan dalam bentuk keberatan, sedangkan Surat Tagihan Pajak dapat 

dipersengketakan keabsahannya pada Pengadilan Pajak dalam bentuk Gugatan. 

Pengajuan keberatan dan gugatan merupakan suatu bentuk pengawasan terhadap 

pejaba pajak (fiskus) dalam rangRa pelaksanaan penagihan pajak. 

Sarana administrasi bagi Dire torat Jenderal Pajak untuk melakukan 

penagihan pajak terlihat dalam Pasal 18 ayat (1-) UU KUP Nomor 16 Tahun 

2000 yang berbunyi : "Surat Tagihan Pajak. Surat Ketetapan Pajak Kurang 

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan 

Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 

dibayar bertarnbah merupakan dasar penagihan pajak. 

Penagi an Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 

melunas· utang pajak dan biay:a penagihan pajak dengan menegur atau 

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, 

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita. 

Utang pajak dan bia)'a penagihan pajak harus dilunasi. Utang Pajak 

adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa 

bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau 

~~ Indonesia, Undang-Undang tenrang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpaja/uln, UU 
No. 16 Tahun 2000, LN No. 126 Tahun 2000, TLN No.3984, ps.25. 
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surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan.45 

Selama ini hingga saat tulisan ini dibuat apabila ada Wajib Pajak yang 

mengajukan keberatan dan keberatannya belum selesai diproses, perlakuan 

penagihan pajaknya masih tetap sesuai dengan bunyi Pasal25 ayat (7) UU KUP 

Nomor 16 Tahun 2000 yakni Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban 

membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. Apabila telah lewat jangka 

waktu sebulan (30 hari) setelah Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat ketetapan 

pajak diterbitkan, Wajib Pajak harus segera melunasi utang pajak tersebut karena 

kalau tidak dilunasi Direktorat enderal Pajak akan mengirimkan Surat Teguran 

kepada Wajib Pajak. 

Surat Teguran diterbitkan atas nama ajib Pajak yang bersangkutan 

(yang tidak melunasi utang pajak) setelah Lewat tujub hari dari tanggal jatuh 

tempo pembayaran yang dicantumkan dalam Surat ketetapan pajak maupun 

Surat Tagihan ajak dimaksua. Dibawah ini penulis cantumkan contoh Surat 

Tegb.ran: 

45 
Indonesia, Undang- Undang tentang Penagihan Pajak dengan Sural f>aksa, UU No. J 9 

Tahun 2000, I .N No. 129 tahun 2000, TLN No.39987 
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44 

Menurut ta usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan 

pajak sebagai berikut : 

Jenis Pajak Tahun Nomor & tanggaJ Tanggal 

Pajak STP/SKPKB/SKPKBT/ jatuh tempo 

pembayaran 

Jumlah 

Untuk mencegah tindakan penagihan gajak dengan Surat Paksa berdasarkan 

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang ~ Undang Nomor 19 Tahun 2000 

(UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak 

dalam waktu 21 ( dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran ini. 
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Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut di atas, dimohon agar 

Saudara segera melaporkan kepada kami ( Seksi Penagihan ) . 

PERHATIAN 
PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 
(DUA PULUH SATU) HAR1 SEJAK 
DITERBITKANNY A SURA T TEOURAN INT. 
SESUDAH BATAS WAKTU ITU, TINDAKAN 
PENAGIHAN PAJAK AKAN DILANJUTKAN 
DENGAN PENERBITAN SURAT PAKSA. 
(Pasal 8 ayat (I) UU Nom r 19 Tahun 2000) 
(Pasal6 Kep. Men. Keu. Nomor 561/KMK.04/2000) 

......... ,. ....... .. ..... . 

NIP . .......... . 

Surat Teguran juga memuat pemberitahuan kepada Wajib Pajak bah a 

dalarn jangka waktu duapuluh satu hari sejak Surat Teguran diterbitkan dan 

Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajak. yang tercantum dalam Surat 

Teguran tersebut, maka kepadanya akan diterbitk.an Surat Paksa yang mempunyai 

ke~uatan eksekutorial serta memberi keududkan hukum yang sama den an 

grosse alae yaitu p tusan pengadilan perdata yang te'lah mempunyai kekuatan 

hu~um tetap. 

Wewenang untuk langsung mengeluar Surat Paksa tanpa melalui 

prosedur dimuka pengadilan dis_ebu Parate executie atau eksekusi langsung. 

Surat Paksa dalam hukum pajak adalah suatu ketetapan tertulis dari pejabat pajak 

tertentu yang berwenang yang rnempunyai titel executiora (aFI:in a berkepala 

"Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Ma.ha Esa'\ sehingga mempunyai 

kekuatan hukum yang pasti yang mengandung perintah kepada Wajib Pajak yang 

namanya tercantum dalarn Surat Paksa itu untu.IC membayar lunas pajak-pajak 

yang disebut dalam Surat Paksa itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

dalam Surat Paksa itu.46 

~6 Santoso Brotodihardjo, Penganrar llnm Hukum Pajak, Cct. Ill, (Bandung: Eresco, 1991) 
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Bunyi Pasal 7 tentang isi Surat Paksa adalah sebagai berikut: 

(1) Surat Paksa berkepala kata-kata "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", 

mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang 

sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap. 

(2) Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat: 

a. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan 

Penanggung Pajak; 

b. dasar penagihan; 

c. besamya utang pajak; dan 

d. perintah untuk rnembayar." 47 

Begitula seterusnya jika Wajib Pajak tetap belum melunasi utang 

pajaknya, apabila memungkinkan setelah Surat Paksa dilaksanakan terhadap 

Wajib Pajak oleh Juru Sita Pajak Neg ra bisa saja terj adi penyitaan terhadap 

barang milik Wajib Pajak walaupun nyata-nyata Wajib Pajak masih dalam 

proses Keberatan. al ini juga sesuai dengan bunyi Pasal I 0 ayat (12) jo Pasal 4 1 

ayat (2) urulang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (UU PPSP) yang berbunyi : "Pengajua11 Keheratan atau 

permohonan unda kewaji'ban memhayar pajok dan 

pelaksanaa11 penagihan pajak". 48 

Adaka lanya WaJ ib Pajak masih belum merasa puas setelah menerirna 

putusan dari Direktorat Jenderal Paj ak dan masih saja tidak setuju dengan isi 

Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak dengan syarat-syarat tertentu 

dimungkinkan oleh Undang-Undang untu <ilapat ngajukan permohonan 

banding ke badan peradilan pajak ~ang dulu disebut Majelis Pertimbangan Pajak 

47 
Indonesia, Undang-rmdang lentang Penagihan Pajak dengan Surar Paksa. UU No. 19 

Tahun 2000, LN No. 129 tahun 2000, TLN No.39987, ps.7. 

48 
Ibid, ps.lO. dan ps.41 . 
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(MPP) kemudian berubah menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) 

dan terakhir berganti nama menjadi Pengadilan Pajak. 

Secara lengkap Pasal 27 (Pasal yang rnengatur permohonan Banding) 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KUP disebutkan bahwa: 

(1) Wajib Pajak dapat rnengajukan permohonan banding hanya kepada 

badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya 

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

(2) Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha 

negara. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalarn aya (I) diajukan secara 

tertulis dalarn bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam 3 

(tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan surat 

keputusan tersebut. 

(4) Dihapus. 

~5) Pengajua11 permolzonan banding tidak menunda kewajiban 

membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. 

(6) Badan Peradi1an Pajak sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dan Pasal 

23 ayat (2) diatur dengan U (lang-Un8ang . ..j9 

Dalam pengajuan pennononan banding tindakan yang dilakuka terhadap 

Wajib Pajak yang belurn melunasi utang pajaknya juga tidak berbeda Clengan 

perlakuan terhadap Wajib Pajak yang belurn rnelunasi utang pajak yang 

mengajukan keberata seperti yang telah disinggung sebelumnya yang mana hal 

tersebut telah sesuai dengan ketent n Undang-Undang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (UU PPSP) yakni Untlang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Wajib 

Pajak tetap saja dapat dikenakan penagiha pajak dengan Surat Paksa. Bunyi 

Pasal-pasal tersebut baik itu pasal UU KUP maupun pasal UU PPSP tetap harus 

dilaksanakan walaupun Wajib Pajak sedang melakukan upaya hukum seperti 

49 Indonesia, Undang-undang tenJang Ketenluan Umum dan Tatacara Perpajakan, UU 
No. 16 t.ohun 2000, LN No. 126 tahun 2000, TLN No.3984 
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keberatan maupun banding. Keberatan diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak 

sedangkan Banding ke Pengadilan Pajak. 

Pola dasar pemikiran atas pembentukan suatu pengadilan pajak Nasional 

disusun berlandaskan: 

(a) Karakteristik perpajakan, yang mempunyai em, corak tersendiri dan 

berbeda dengan pengadilan lainnya; 

(b) Penekanan penyelesaian kasus-kasus pajak adalah kepatuhan dan keadilan 

bagi WP dalam mempertahankan apa yang menjdai hak-haknya; 

(c) Pandangan mikro, pennasalahan pajak merupakan suatu hal yang 

mempunyai ruang lingkup khusus atau tertentu serta mempunyai bidang 

tersendiri yaitu keuangan negara; 

(d) Pemikiran bahwa pengadilan pajak merupakan wadah atau tempat bagi 

WP/pengguna jasa kepabeanaii/pabrikan barang kena cukai untuk mencari 

keadilan dan pemulihan hak-haknya yang terbebani sebagai akiibat 

diterbitkannya surat keputusan yang tidak di etujui; 

(e) Interdependensi artiny~ terjadi keterkaitan dan ketergantungan, yaitu 

antara emungutail pajak y,ang merupakan perwujudan ~engabdian 

masyarakat dan tidak terlepas Clarri P,eran serta Wajib Pajak, disatu pihak, 

oi pih:ak lain, tanpa adanya Wajib Pajak dan eran serta mereka untuk 

membayar pajak, pemungutan pajak tidak akan terlaksana. Sifat 

interdependensi tersebut diwaujudkan di dalam Pengadilan Pajak 

Nasional, yang bersifat pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan 

keputusan yang oiambil oleh oirokrat/ ksekutif, dan 15erdasark:an keadilan 

dan kebenaran . 50 

50 Ali Pwwito dan Rukiah Komaria.h, Pengadilan Pajak Proses Keberaran dan Banding, 
Edisi Rcvisi, Lemb11ga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Ul 
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Pengajuan Keberatan rnaupun Banding dapat menunda Penagiban Pajak 

Aturan hukum mengacu pada proses kelembagaan untuk menyusun, 

menafsirkan dan menerapkan hukum serta aturan-aturan lainnya. Ini berarti 

keputusan yang diambil pemerintah harus memiliki dasar hukum dan perusahaan­

perusahaan swasta maupun BUMN sebagai Wajib Pajak serta masyarakat 

dilindungi dari kesewenang-wenangan. Rincian aturan yang berlebihan dapat 

rnengarah pada kekakuan dan rnengundang risiko untuk memilih-mi lih penernpan 

aturan tertentu. 

Penafsiran dan penerapan aturan bagi masyarakat rnemerlukan keluwesan 

sehingga ada altematif-altematif dalam dereja tertentu. Keluwesan ini dapat 

diirnbangi dengan aturan prosedur adrninistrasi, dan pen· ~auan keputusan oleh 

pihak-pihak luar seperti me anisme banding, peninjauan terhadap keputusan 

pengadilan Qudicial review) serta ombudsman. 

Sej refonnasi di bidang perpajakan tahun 1984 yang merupakan awal 

kita menganut sistem SeLf- Assessment sampai dengan sekarang sudah empat kali 

Negara Indonesia mernpunyai UU KUP, yang.rterakhir adalah UU KUP Nomor 

28 Tahun 2007 yang ditetapkan tanggal 17 Juli 2007. Dalam rangka untu lebih 

rnemberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak: aan 

unruk lebih memberikan kepastian dan penegaKa. hu urn serta mengantisipasi 

kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di 

bidang perpajakanlah yang merugakan Jatar belakang perubahan UU Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpaj akan. 

ndang-Undang N_omor 28 Tahun 2007 tentang KUP 

disebutkan ketentuan asal 25 diubah yang menurut 

penulis merupakan suatu perubahan yang cukup sign ifikan ~ang akan dibahas 

dalam Bab 4 karena untuk sementara ini sampai dengan bulan Desember 2008 

belum ada Wajib Pajak yang keberatan atas Surat ketetapan pajak dengan Tahun 

Pajak 2008 tetapi yang ada atas Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya walaupun 

tahun pemeriksaannya Tahun 2008. 

Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Selatan ada Wajib Pajak 

yang keberatan atas pemeriksaan tahun pajak 2006 tetapi menginginkan UU KUP 
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yang baru (UU Nomor 28 Tahun 2007) diberlakukan pada Wajib Pajak tersebut 

karena sesuai dengan bunyi Pasal II ayat (3) Ketentuan Peralihan yang 

mengatakan : "Undong-Undong ini muloi berlaku pada langgol I Januari 

2008". Wajib Pajak tersebut tetap ngototJbersikukuh untuk tidak dilakukan 

padanya penagihan pajak karena Wajib Pajak merasa telah menerima Surat 

ketetapan pajak pada tahun 2008 atau tepatnya pada tanggal 6 Nopember 2008. 

(terbitnya Surat ketetapan pajak). 

Adapun perubahan pada Pasal 25 UU Nomor 28 Tahun 2007 tersebut 

menjadi sebagai berikut : 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat 

Jenderal Pajak atas suatu : 

a. Sural Kete apan Pajak Kurang Bayar; 

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; 

c. Sural Ketetapan Paj~ ihil; 

d. Surat Ketetapan Pajak Leb1h Bayar: ata 

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-un angan perpajakan. 

(2) Keberalan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesi dengan 

mengemukakan jumlab Qajak yang terutang, jumlah pajak yang 

dipotong atau dipungut, atau jumlah ru l menurut penghitungan 

Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitung~n . 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangl<a waktu 3 (tiga) bulan sejak 

tanggal dikirim surat keteta.pan pajak atau sejak tanggal pemotongan 

atau pemungutan sebagaimana dimaksud aalam ayat (1), kecuali 

apabila Wajib Pajak dap menunjuKk:an bahwa jangka waktu tersebut 

tidak dapa dipenuhi karena keadaan diluaJ" kekuasannya. 

(3a) Dalam hal Wajib Pajak mengaj ukan keberatan atas surat ketetapan 

pajak, Wajib Pajak wajib meJunasi pajak yang masih harus dibayar 

paling sedikit sejumlah yang teJah disetujui Wajib Pajak dalam 

pembahasan akhir basil pemeriksaan, sebelum sural keberatan 

disampaikan. 
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( 4) Keberatan yang tidak memenuhi persayaratan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (l), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan 

surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. 

(5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pegawai 

Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk menerima surat 

keberatan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos dengan 

bukti pengiriman surat atau melalui cara lain yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan menjadi tanda bukti 

penerimaan surat keberatan. 

(6) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan 

keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan 

secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, 

peng~itungan rugi, pemotongan dan pemungutan pajak. 

(7) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka w tu 

pelunasan pajak sebagaimana dima~ud dalam Pasal 9 ayat (3) atau 

ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajualil. 

l<eberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal 

penerbitan urat Keputusan Keberatan. 

(8) Jumlah pajak yang belum ttibayar pada saat pengajuan pennohonan 

keberatan seba aimana dimaksud pada yat (7) tidal( termasuk 

sel:lagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (l) dan 

(Ia). 

(9) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, 

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 

keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum 

mengajukan keberatan. 

(1 0) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dikenakan.51 

51 Indonesia, Undang-undang tel/fang Ketenluan Umum dan Talacara Perpajakan, UU 
No. 28 Lahun 2007, LN No. 85 tahun 2007, TLN No.4740, ps.25. 
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Pada dasamya Pasal 26 UU KUP lama dan baru tidak mengalami 

perubaban yang berarti hanya ada sedikit perubaban, dan penarnbaban pada Pasal 

26A. Adapun isi perubahan Pasal 26 menjadi sebagai berikut: 

( 1 ) D irektur Jenderal Pajak dalarn jangka waktu paling lama 12 ( dua 

betas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi 

keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat 

menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis. 

(3) Keputusan Direktur Je deral pajak atas keberatan dapat berupa 

mengarnbulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah 

besa yajumlah pajak :yang masih harus dibayar. 

(4) Dalarn hal Wajib Pajak mengajuk keberatan atas surat ketetapan 

pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (I) huruf b dan 

huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan 

ketidakbenaran ketetapan paj tersebut. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ada ayat (1) telah 

terlampaui dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu 

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal ~6A disebutkan bahwa: 

(1) Tata cara pengaj an dan penyelesaian keberatan diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

(2) Tata cara pengaju dan penyelesaian keberatan sebagaimana 

imaksud pada ayat (1), antara lain, mengatur tentang pemberian 

hak kepada Wajib Pajak: untuk hadir memberikan keterangan atau 

memperoleh penjelsan mengenai keberatann)::a. 

(3) Apabila Wajib Pa·~ tidaK. rnenggunakan hak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), proses keberatan tetap dapat diselesaikan. 

(4) Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, 

infonnasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak 

diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan infonnasi yang 
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pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak 

ketiga, pembukuan, catatan, data, inforrnasi, atau keterangan lain 

dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian 

ke beratannya. 

Sarna halnya dengan pengajuan keberatan, dalarn pengajuan permohonan 

banding tindakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belurn melunasi 

utang pajaknya juga tidak berbeda dengan perlakuan terhadap Wajib Pajak yang 

belum rnelunasi utang pajak dan mengajukan keberatan apabila tidak menyetujui 

nilai utang pajak yang tercantum dalam Surat ketetapan pajak. 

Sedangkan dalam Pasal 27 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP 

disebutkan bahwa ketenttlan Pasal27 diubah sehi gga berbu yi se agai berikut : 

(I) Wajib Pajak dapat rnengajukan pe ohonan banding hanya kepada 

badan peradilan pajak alas Surat ~eputusan Keberatan sebagaimana 

dimakSud dalam Pasal26 ayat (1). 

(2) Putusan Rengadilan Pajak merupakan putusan pengadilan..khusus di 

lingkungan peradilan tata usaha negara. 

(3) Pennohonan sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) diajukan secara 

tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 

:3 (tiga) bulan sejak Surat eputusa Keberatan diterima dan dilampiri 

dengan salinan Surat KeputusanrKeberatan tersebut. 

( 4) Dihapus. 

(4a) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengaJuan 

perrnohonan banding, Direktorat Jenderal Pajal\ wajib memberikan 

keterangan secara tertulis hal-hal ;xang meqjadi dasar Surat Keputusan 

Keberatan yang diterbitkan. 

(5) Dihapus. 

(Sa) Dalam hal Wajib Pajak me gajukan banding, jangka waktu pelunasan 

pajak sebagaimana dimaksud da am Pasal 9 ayat (3), ayat {3a), atau 

Pasal 25 ayat (7), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat 

pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan l (satu) bulan sejak 

tanggal penerbitan Putusan Banding. 
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(5b) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan pennohonan 

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) tidak tennasuk 

sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal II ayat (1) 

dan ayat (1 a). 

(5c) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 

banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan 

Putusan Banding diterbitkan. 

(Sd) Dalam hal pennohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, 

Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% 

(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding 

dikurangi dengan pemba)'iaran pajak. yang telah dibayar sebelum 

mengajukan keberatan. 

(6) Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(l ) dan dalam 

Pasal 23 ayat (2) diatur dengan ndang- ndang. 52 

Dengan bedakunya UU Nomor 27 Tahun 2008 tersebut, aka sesuai 

Pasal 25 ayat (3a) dan Pasal 27 ayat (5a) dan (5b) atas permohonan keberatan 

maupun banding dapat menunda pembayaran paj k dan penagihan ajak dengan 

Surat Paksa apabila Wajib Pajak telah melunasi hanya sebesar jumlah pajak yang 

disetujui Waji6 Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan bukan jumlah 

pajak, yang tercantum dalam Surat ketetapan pajak. Wajio Pajak juga dapat tid 

membayar sepeserpun dan tetap dapat mengajuk.an keberatan maupun 

permoh nan Banding dan tidak akan ditagih dengan Surat Paksa bila pada 

pembahasan akhir hasil pemeriksaan hanya menyetujui pajak terutang sebesar 

Nol rupiah atau sama sekali tidak menyetujui jumlah pajak terutang dari hasil 

pemeriksaan petugas fungsional pemeriksa pajak di Kantor Eelayanan Pajak 

Direktorat Jenderal Pajak. 

Penulis simpulkan dalam UU yang baru dapat menunda pembayaran dan 

penagihan pajak karena sesuai dengan bunyi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 25 

dan Pasal 27 yang sifatnya sebenamya adalah masih sementara saja sampai ada 

keputusan yang benar-benar sudah final. Sebenamya penulis juga merasa belum 

S% Ibid, ps. 27 
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pas betul apabila hal tersebut disesuaikan atau dihubungkan dengan Pasal dalam 

UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam UU PPSP yang dimaksud 

dengan utang pajak sangat berbeda dengan apa yang dimaksud dengan utang 

pajak dalam UU KUP yang baru. 

Kenyataan yang dilakukan dan diinstruksikan oleh pimpinan DJP kepada 

pelaksana dibawah jajarannya seperti dalam pertemuan para kasi penagihan di 

Kantor Wilayah setempat tersirat bahwa Penagihan Pajak akan disesuaikan 

dengan Tahun Pajak seperti bunyi Pasal II Ketentuan Peralihan tanpa 

mempelajari dengan cermat bunyi pasal dalam UU PPSP tentang apa itu Utang 

Pajak. Ketentuan baru (maksudnya bunyi Pasal 25 dan 27 UU KUP baru) baru 

diberlakukan kepada Waj ib Pajak! untuk kewajiban Tahun Pajak 2008 dan 

seterusnya. Secara logika tida.k. akan mungkin kita menagiti utang pajak kalau 

utang pajak tersebut adalah Nihil k: rena Wajib Pajak tidak mengakui sama 

sekali. Kelihatannya DJP menera_Rkan standard ganda. seolah-oleh DJP kadang­

kada ng (dengan melihat situasi) mau rnemakai UU'l'PSP tapi bagi Wajib Pajak 

yang Jain UU PPSP tidak: perlu diberlakukan atau dc.mgan kata lain UU PPSP 

dipakai sesuai kebutuhan atau disesuaikan dengan bunyi Pasal dalam UIJ KUP 

yang baru. 

Tenro hal ini tidak akan berlangsung terus sehingga Wajib Pajak enar­

benar sampai kapanpun boleh tidak melunasi utang pajaknya. Hal tersel5ut hanya 

berlaku semen tara saja. Apabila basil keputusan keBeratan sudah ada maka Wajib 

Pajak harus menerima semua konsek ensi ata:s utang pajaknya. Bila keberatan 

Wajib Paja ditolak seluruhnya atau sebagian maka Wajib Pajak harus 

menghadapi kewajiban membayar pajak sejumlah utang pajak awal ditambah 

sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai 

semula setelah dikurangi dengan pembayacan )lang telah dilakukan. 

Dan bila permohonan banding ditolak atau dikabu\kan sebagian, Wajib 

Pajak dikenai sanksi administra.si berupa denda sebesar 100% (seratus persen) 

dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding setelah dikurangi dengan pajak 

yang telah dibayar. BiJa Wajib Pajak tidak mau membayar maka kepadanya 

harus ditagih pembayaran utang pajak tersebut dengan Surat Paksa. Jadi 

penundaan penagihan pajak dengan Surat Paksa hanyalah bersifat sementara saja. 
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Penulis yakin perubahan tentang ketentuan keberatan dan banding sudah 

lebih mencerminkan rasa keadilan dan telah mengakomodasi keinginan Wajib 

Pajak jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Walaupun 

kelihatannya negara tidak mau dirugikan dengan masih tetap memberikan sanksi 

administrasi berupa denda tambahan bagi Wajib Pajak yang temyata ditolak 

permohonan keberatannya ataupun pennohonan bandingnya. 

Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri; hukum itu 

selalu berada pada status law in making dan tidak bersifat final; hukum adalah 

institusi yang bennoral kemanusiaan, ilan bukan teknologi yang tidak berhati 

nurani. Berdasarkan TAP MPR tentang GBHN khususnya pembangunan dalam 

bidang hukum dinyatakan hukum mampu menjamin k:epastian, ketertiban, 

penegakan dan perlindungan hukum yang beriotikan keadilan dan kebenaran, 

serta mampu mengaman:kan dan mendukung pembanguann nasional yang 

didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana memadai serta masyarakat 

yang sadar dan taat hukum. Mengembangkan peraturan perundang-un angan 

yang mendukung kegiatan perekonomian dahun, .. menghadapi era perdagangan 

bebas tanpa merugikan kepentingan nasional. 53 

Untuk sekedar informasi sampai dengan bulan Desember 2008 kebetulan 

ketentuan ini (ketentuan yang dapat menunda penagihan ~ajaK) elum 

dilaksanakan karena belum ada Wajib Paj ak Y,ang memenuhi kriteria tersebut. 

Direktorat Jenderal Pajak dalam hal in i Kantor Pelayanan Pajak (KPE) tetap 

berpedoman pada bunyi Pasal II ayat (1) etentuan Peralihan yakni hak dan 

kewajiban perpajakan atas Tah n P.ajak 2007 dan sebelumnya. Jadi tidak 

berdasarkan tanggal ketetaP-anJ ersebut dite~bitkan olefi Kantor J?elayana Pajak. 

Peraturan Pelaksana UU Nomor 28 Taqun 2007 tei"sebut adalah Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia omor 80 Taflun 2007 tentang Tata Cara 

Pelaksanan Hak dan Kewajiban Pezyajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007. Dalam Pasal27 Peraturan Pemerintah tersebut antara lain diatur: 

sJ Sa~iplo Ro.harjo, Membedah Hukum Progresif, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006 
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(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan dan tidak mengajukan 

pennohonan banding, pelunasan atas jumlah pajak yang belum dibayar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) Undang­

Undang dilakukan paling lama I (satu) bulan sejak tanggal penerbitan 

Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan perrnohonan Banding, pelunasan 

atas jumlah pajak yang belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (3) atau (3a) Undang-Undang dilakuk.an paling lama l 

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Banding. 

(3) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui seluruh pajak yang masih harus 

dibayar dalam Pembahasan ~khir Hasil Pemeriksaan, pelunasan atas 

jumlah pajak yang masih harus dibayar dilakukan paling lama I (satu) 

bulan sejak tanggal penerbitan Surat ketetapan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Undan -Undang. 

(4) Da am hal Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu 

menyetujui seluruh pajak yang masih harus dibayar dalam Pembahasan 

Akhir Jiasil Pemeriksaan, pelunasan atas jumlah pajak yang asih harus 

dibayar dilakukan paling lama !2 (dua) bulan sejak tanggal penerbitan 

Surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud Clalam Pasal 9 ayat (3a) 

Undang-Undang. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi ·umlah )lang masih harus djbayar 

dalam jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), (2), (3), dan 

ayat (4), pajak yang masih harus di bayar tersebut ditagifi dengan terlebih 

dahulu menerbitkan Surat Teguran. 

(6) Surat Teguran sebagai ana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 

7 (tujuh) hari sejak saatjatuh tempo pembayaran se ,agaimana dimaksud 

pada ayat ( 1), (2), (3), Clan ayat (4). 

(7) Dalam hal Wajib Pajak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah pajak 

yang masih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan 

dan Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, Surat Teguran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari 

sejak saatjatuh tempo pengajuan keberatan. 
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(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah 

pajak yang masih harus dibayar dalarn Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan banding 

atas keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo 

pengajuan permohonan banding. 

(9) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh jumlah 

pajak yang rnasih harus dibayar dalam Pembahasan Akhir Hasil 

Pemeriksaan dan Wajib Pajak mengajukan permohonan banding atas 

keputusan keberatan, Surat Teguran sebagaimana d. aksud pada angka 

(4) disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat j a uh tempo pelunasan 

pajak yang masih harus dit>ayar berdasarkan Putusan Banding. 

(I 0) Ketentuan lebih lauj ut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak 

atas jum ah pajak yang masili harus dibayar diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan ini untuk sementara 

belum ada. 
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KETIDAKPASTL(N HUKUM ATAS PENGAJUAN 

KEBERATAN MAUPUN PERMOHONAN ANDING 

Penyelesaian sengketa pajak.. 

59 

Perselisihan antara pejabat pajak (fisk:us) dengan Wajib Pajak adalah 

sesuatu yang t idak dapat dipungkiri karena Wajib Pajak menerima Surat 

ketetapan pajak yang diterbitkan oleh pejabat pajak. Sengketa. perselisihan atau 

dispute teljadi bila tatanan hukum menetapkan dilakiu annya suatu tindakan yang 

dapat menirnbulkan kejadian-kejad ian yang tidak dikehendaki sebagai syarat 

pemberian suatu sanksi yang merupakan pertanggungjawaban atas kesalahan 

yang dilakukan. Dibidang perpajakan, biasanya sengketa dapat terjadi dan 

ditimbulkan oleh berbag i hal tergantung peraturan perundang-undangan yang 

dilanggar oleh Waj ib Paj ak. 

Sengketa dalam arti administrasi adalah suatu konflik kepentingan antara 

dua belah pihak yaitu berkaitan dengan ketetapan yan diterbi kan oleh pihak 

yang diberikan wewenang oleh ndang-Undang untuk itu dan pihak Jain yang 

berkewajiban untuk melaksanakan ketetapan tersebut. Beberapa pengertian 

mengenai sengketa dibidang perpajakan antara lain: Sengketa perpajakan adalah 

suatu kejadian atau peristiwa yang bersumber dari adanya perbedaan persepsi, 

pemahaman, penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan 

perhitungan pajak yang terutang atau yang sebenamya harus dibayar an tara Wajib 

Pajak. dan sebagai akibat dari basil pemeriksaan atau keputusan tertulis pejabat 
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administrasi perpajakan yang diberikan wewenang dan tidak disetujui atau 

ditolak oleh Wajib Pajak sehingga menimbulkan ketidakpastian. 54 

Sengketa Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak adalah sengketa yang tirnbul dalam bidang perpajakan antara 

Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai 

akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan 

kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, 

tennasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 55 

Penjelasan Pasal 2S UU KUP juga mengatakan bahwa sengketa terjadi 

apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa j umlah rugi, jumlah pajak, dan 

pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya. Keberatan yang 

diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan aja~ yaitu jumlah rugi 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, juml'ah 

besarnya pajak, atau pemotongan atau pemu gu pajak dengan disertai alasan­

alasa yang meqjadi dasar penghi ngan. 56 

Dalam Hokum Pajak terdapat suatu sarana hukum yang menghubungkan 

antara Wajib ajak dan pejabat pajak (fi skus) dalam rangka penegakan Hukum 

Pajak. Sarana tersebut adalah Sural Pemberitahuan (SPT) yang 

disampaikan/dilaporkan o\eh Wajib Pajak ke KPP sesuai jadwal ;:ang telah 

ditetapkan. 

Apabila ditelusuri, awal dari sengketa perpajakan terjadi k tika Wajib 

Pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan ( " rr) yang merupa n sarana bagi 

Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha WaJib Pajak selama 

periode tertentu dan diJaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) dianggap fiskus sebagai SPT yang tidak: lengk:ap, tidak jelas dan tidak 

54 Ali Punvilo dan Rukiah Komariah, Pengadilan Pajak Proses Keberalan dan Banding, 
Edisi Rcvisi , Lcmbago Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum UI 

55 Indonesia, Undang-undang tentang Pengadilan Pajak, UU No. 14tahun 2002, LN No. 
27 tahun 2000. TLN No.4189. 

36 
Indonesia, Undong-undang rentang Ketenluan Umum dan Talacara Perpojakan, UU 

No. 28 lahun 2007, LN No. 85 lahun 2007, TLN No.4740 
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benar. SPT merupakan objek pemeriksaan dan wujud pertanggungjawaban 

pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik itu Orang Pribadi 

maupun Badan atas penghasilan maupun pengeluarannya (bagi Wajib Pajak 

Orang Pribadi) dan atas kineJja dari suatu badan (Wajib Pajak Badan) yang dapat 

berupa PT, CV, Yayasan, dll. 

lsi dari Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan titik tolak untuk 

dilakukannya pemeriksaan atau tidak. Apabila Wajib Pajak memasukkan SPT 

dengan status SPT Lebih Bayar (SPT LB) maka sesuai dengan ketentuan 

perudang-undangan atas SPT tersebut harus dilakukan pemeriksaan terlebih 

dahulu baru kemudi dik luarkan Surat ketetapan pajak, apakah menjadi 

SKPKB, SKPN atau SKPLB. Seperti yang telah dibahas sebelumnya 

pemeriksaarv-adalah serangkaian k~giatan u tuk mencari, mengumpulkan dan 

mengolah data: danlatau keterangan lainnya untuk menguj i kepatuhan pemenuhan 

kewaj iban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 

ketentuan p~aturan perundang-undanga perpajakan. 

lsi Surat Pemberitahuan (SPT) j t:~ga merupak:an dasar untuk menghitung 

besamya utang pajak Wajib Pajak. Walaupu Waj ib Pajak telah menghitung dan 

menyetorkan sendiri jumlah pajaknya tetapi sesuai dengan fungsi pengawasan 

Direktorat Jenderal Pajak, jumlah pajak yang telah disetor sesuai SPT merupakan 

dasar penghitungan bagi fisktis untuk menentukan tan'lbahan pajak yang masih 

harus dibayar oleh Wajib Pajak a abila ditemukan perhitungan yang tidak sesuai 

dengan Retenttian peraturan perpajak:an. 

Pemeriksaan pajak' yang dilakukan fisl«Js sebagai alat kendali untuk 

mengarnankan perrerimaan negara sekaligus menguji kepatuhan ajio Pajak. 

Peran pemeriksaan pajak dapat dikatakan cukup dominan dalam rangka 

mendongkrak penerimaan negara yan berasal dan pajak. Sejumlah prosedur 

yang harus diikuti dalarn setiap pemeriksaan antaraJai n: 

Fiskus harus memiliki suatu pedoman yang jelas dalam melakukan 

pemeriksaan 

Pemberitahuan sebelumnya kepada Wajib Pajak akan adanya "suatu 

pemeriksaan" 

Auditor harus senantiasa memperkenalkan diri dengan jelas 

Universitas Indonesia 



Ketidakpastian Hukum..., Hotmian Helena S, FH UI, 2009

62 

Harus diperhatikan hak dan kewajiban Wajib Pajak selama 

dilakukan pemeriksaan 

Wajib Pajak harus diberi kesempatan untuk membahas masalah 

yang muncul dalam pemeriksaan dengan fungsional pemeriksa 

pajak 

Dapat dibayangkan apabila negara tidak melakukan pemeriksaan atas 

pajak-pajak yang telah dilaporkan dan dianggap final atau telah menjadi pasti, 

tentu penerimaan akan sangat kecil karena masing-masing Wajib Pajak akan 

membayar pajak sekecil-kecilnya saja dan tentu tidak akan ada lagi Wajib Pajak 

yang mengajukan keberatan apalagi banding karena apa yang dilaporkan telah 

dianggap benar oleh fiskus dan tentu tida.K rlu lagi peraturan perundang­

undangan perpajakan yang lumayan rumit. Irulah sebabnya siapapun orangnya, 

jika ia berada pada posisi otoritas paj ak ya g dibebani tugas berat untuk 

mengamankan penerimaan negara yang bersumber ari pajak maka secara logis 

ia b memakai " emeriksaan pajak" sebagai salah satu alat kendali untuk 

menjalank.an tugas pengamanan penerimaan negara. 57 

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata 

Cara Pemerihaan Paja~ dalam Bab TI Pasal 2 disebutkan tujuan pemeri!Csaan 

adalah untuk: 

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewaj iban perpajakan dalam rangka 

memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada 

Wajib Pajak dan 

b. tujuan lain dalam rangka melaksanal<an ketentuan Reraturan 

perundang-undangan_perpajakan. 

Namun dal Bab II Pasal 2 Peraturan Menteri Nomor 

199/PMK.OJ/2007 tanggal 28 Desember 2007 yang mencabut ketentuan daJam 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000. menyebutkan 

Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan dengan tujuan 

untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan danfatau untuk 

57 Hardi, Pemeriksaan Pajak, CcL I, (Jakwia: Pencrbil Kharisma, 2003) 
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tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan 

perpajakan. Kata-kata memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan 

kepada Wajib Pajak (yang tercantum dalam Kepmenkeu Nomor 545) telah 

d ih i langkan. 

Dibidang pajak sengketa dapat terjadi dan ditimbulkan oleh berbagai hal 

tergantung dari isi peraturan yang dilanggar atau perbedaan perhitungan antara 

Wajjb Pajak disatu pihak dan fiskus dipihak lain dalam kapasitas sebagai pejabat 

yang menerbitkan keputusan. Perbedaan ini adalah sebagai basil dari 

pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak. Beberapa hal yang 

menyebabkan sengketa paj ak antara lain~ 

Menurut fiskus apa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Perbedaan penafsiran mengenai hal apa saja yang bisa 

dikurangkan maupun yang tidak bisa dik.urangkan sebagai bia a­

biaya perusahaan. 

Perbedaan kapan seharusnya dilakukan 

pemotonganlpemungutan pajak pada pihak ketiga walaupun dalam 

kenyataan belum ada pembayaran yang diterirna. 

Setiap hal~hal yang berkaitan dengan penambahan pengfiasilan 

atau kekayaan merupakan suatu objek yang harus dipungut pajak. 

Sifat memaksa dari lJU Perpajakan, menyebabkan apa yang telah enjadi 

ketetapan har~s dilaksanakan tanpa menunggu proses yang akan ditempuh oleh 

Wajib Pajak. Sengke perpajakan merupakan perselisihan dibidang hukum 

administrasi negara dan berkaitan dengan keputusan pejabat yang membidangi 

pajak yang tidak dapat diterima atau. tidak disetujui oleh Wajib Pajak. 

Untuk memberi ~emahaman bagi Waj ib Pajak maupun pejabat pajak 

(fiskus) dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan penagihan 

pajak sebagai bagian dari penegakan hukum pajak. Penyelesaian sengketa 

perpajakan merupakan hak dari masyarakat untuk mendapatkan kejelasan, 

kebenaran, dan keadilan. Agar supaya hal itu dapat te.rcapai dan dalam rangka 

memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah menciptakan Jembaga­

lembaga sebagai sarana bagi masyarakat. Upaya hukum yang dapat dilak:ukan 
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setelah terbitnya surat keputusan tentang koreksi dan sanksi dapat ditempuh 

beberapa ja ian. 

Biasanya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam hubungan 

bisnis (bukan sengketa perpajakan) pada umumnya terdapat beberapa cara yang 

dapat dipilih masing-masing pihak yang bersengketa 58 antara lain: 

I. Negosiasi, adalah proses tawar menawar atau pembicaraan untuk 

mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi 

antara para pihak. 

2. Mediasi, suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk 

memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral. 

3. Pengadilan, pengadilan kasus kecil merupakan model pengadilan 

dalam sistem peradilan biasa tetapi dengan memakai prosedur dan 

sistem pem uktian. 

4. Arbitrase, cara penyelesaian se gketa perdata swasta diluar 

pengadilan umum ~ang didasarkan pada kontrak arbitrase yang 

dibuat secara tertu lis o eh para pihak )_'ang bersengketa dimana 

pihak penyelesai sengketa dipilih para pihak yang bersa gkutan. 

Ketidakberhasi ian aj ib Pajak menempuh upaya internal (bukan 

keheratan) atau ketidaksediaan Waj ib Pajak men mpuh cara tersebut akan 

menyebabkan diajukann a perkara sengketa perpajakan ke lembaga keberatan. 

Lembaga keberatan merupa an arana yang disediakan oleh Undang-Undang 

untuk penyelesaian sengketa. Keberatan merupakan hak: setiap Wajio Pajak dan 

merupakan anifestasi atas ketidaksetujuan atau pen lakan asyarakat!Wajib 

Pajak terhadap keputusan atau penetapan perpajakan. Sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undan yang mengatur mengenai penetapan paja~ semua ketetapan 

harus didasarkan atas alasan-alasa yang jelas, benar dan tra sparan sehingga 

setiap Wajib Pajak mengerti atau memahami tentang dasar penetapan tersebut. 

Hal ini telah diakomodir dalam Pasal25 ayat (6) yang berbunyi: "Apabila 

diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur 

Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi 

sa Munir Fuady, Penganlar Ilmu Bisnis, CeL-2 Penerbil: PT Cilra Adilya Bakli (Bandung. 
2005) 
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dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan 

pajak." Penjelasannya: "Agar Wajib Pajak dapat menyusun keberatan dengan 

alasan yang kuat, Wajib Pajak diberi hak untuk meminta dasar pengenaan pajak, 

penghitungan rugi, atau pemotongan atau pemungutan pajak yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk 

memenuhi permintaan tersebut." 

Sengketa yang lain selain Keberatan adalah Banding yang dilakukan oleh 

Waj ib Pajak apabila atas suatu Surat Keputusan Keberatan tidak atau belum 

memuaskan Wajib Pajak. Wajib Paja~ tlapat mengajukan permohonan banding 

hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya 

yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak. Badan Peradilan Pajak diatur dengan 

Undang-undang Nomor 1!4 Tahun 2002 tentang Rengadilan Pajak. Dalam Pasal2 

Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa Pengadilan Pajak 

adalah badan peradilan yang melaksanakan kek asaan kehakiman bagi Wajib 

Pajak atau Penanggung Pajak yang mencan eadilan terhadap Sengk.eta-Pa'ak.59 

Peradilan pajak adalah suatu proses dalam hukum pajak yang bermaksud 

me beri]{an keadilan dalam hal sengketa pajak baik kepada Wajib Pajak maupun 

kepada pemungut pajak (dalam hal ini pemerintah)~ sesuai dengan ketentuan 

Unaang-undang. Proses itu merupakan rangkaian perbuatan yang harus dilakukan 

oleh ajib Pajak maupun pemungut pajak Clihadapan suato instansi (administrasi 

atau pengadilan) yang benvenang mengambil keputusan untuk mengakhiri 

sengke tersebut. 

Pemungutan pajak erat kaitannya dengan kepent:ingan negara CJisatu pihak 

dan kepentingan pengusaha di lain pihak. Kedua kepentingan ini dapat 

berlangsung secara hannonis bila masing-masing pihak saling percaya dan 

menghormati serta bertindak jujur. Dalam ken ataannya perbedaan sering terjadi 

sebagai akibat masing-masing pihak me bahwa pemberitahuan atau 

penghitungan serta penerapan ketentuan perundang-undangan pajak yang 

dilaporkan (pihak yang melaporkan) atau diterapkan (pihak yang menerapkan) 

59 Indonesia, Undang-undang tentang Pengadilan Pajak, UU No. 14 tahun 2002, LN No. 
27 tahun 2000, TLN No.4189, ps.2. 

Universitas Indonesia 



Ketidakpastian Hukum..., Hotmian Helena S, FH UI, 2009

66 

sudah benar dan berdasarkan alasan-alasan atau bukti-bukti yang dapat 

mendukung pendapat mereka masing-masing. 

Untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa pajak yang 

dapat menjadi berlarut dan adanya kemungkinan akan berakibat adanya 

ketidakpastian hukum, pemerintah membentuk institusi/lembaga peradilan yang 

telah beberapa kali dirubah, secara historis untuk mengetahui perkembangan 

institusi-institusi peradilan perpajakan. Untuk memberikan kesempatan yang 

lebih luas kepada Wajib Pajak untuk memperoJeh keadiJan dengan kemungkinan 

timbulnya sengketa serta memberikan sarana dan solusi bagi para Wajib Pajak 

yang tidak dapat menerima atau menolak penetapan pajak yang ditetapkan fiskus. 

Wajib Pajak da.pat mempertilhankan hak-haknya sefta rnendapatkan 

perlindungan, sebalikn a fiskus mempertahankan kewenangannya dalam 

penegakan kepatuhan pe ajakan. Masalah sengketa pajak yang mempunyai 

corak, sifat dan karakteristik sendiri dapat diserahkan ke suatu baaan peradilan 

khusus dengan mengembangkan p,eradilan administrasi perpajakan yang sudah 

ada. Sedangkan sen eta atas .lreputusan dalam lingkup administrasi negara yang 

lain tetap diperiksa dan diputus oleh pengadilan Tata Usaha Negara. 

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh suatu inst:ansi administrasi 

yang masih termasute dalam organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lazimnya 

disebut peradilan administrasi tidak mumi, seperti peradilan yang dilakukan ole 

hakim doleansi pada Kantor Pelayanan Pajak, yang memutuskan surat keberatan. 

Sedangkan peradilan diluar struKtur organisasi Direktorat Jenderal Pajak yaitu 

suatu instansi peng dilan yang berdiri sendiri seperti Majelis Pertimbangan Pajak 

(MPP) disebut peradilan mumi.60 Saat mi sesuai dengan Undang- ndang tentang 

Pengadilan Pajak disebut Hakim ~engadilan Pajak. 

Surat Keberatan diQutuskan oleh IDirektur Jenderal Pajak dengan 

pendelegasian wewenang kepada pejabat Qajak (Kepala Kantor Wilayah) yang 

diberi tugas memutus surat keberatan tanpa mengadakan sidang seperti terdapat 

dalam Pengadilan Negeri atau Pengadilan Pajak, tapi hanya berdasar data yang 

_,...;;ukan oien Waiib Paiak dan data yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak. 

60 Roclunat Soemitro, A:as dan Dasar Perpajakan 2, cet. IV, (Bandung: Eresco, (gg;;, 
ha1.164. 
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Kalau pemeriksaan Surat Keberatan telah selesai, berarti fiskus wajib 

menerbitkan Surat Keputusan Keberatan terhadap Wajib Pajak yang mengajukan 

keberatan. Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh pejabat pajak 

(fiskus) dapat berisi diktum yaitu: 

Menerima seluruhnya, dalam hat ini Wajib Pajak telah 

mengemukakan alasan-alasan yang didukung dengan bukti-bukti 

yang meyakinkan secara keseluruhan yang dipersengketakan 

dalarn surat keberatannya sehingga pejabat pajak menerima 

keseluruhan tuntutan Wajib Pajak yang tercantum dalarn surat 

keberatannya; 

Menerima sebagian, apabila dari keseluruhan alasan-alasan yang 

dikemukakan oleh Wcijib Pajak dalam suarat keberatannya, 

temyata hanya sebagian dari alasan-alasan tersebut diterima dan 

sebagian lain ditolak oleh pejabat pajak.; 

Tidak dapat diterima, j ika al san yang dikemuka.Kan dalam sural 

keberatannya tidak diterima oleh pejabat pajak selaku pemutus; 

Menambah besamya jumlah pajak terutang. Hal ini dapat terjadi 

karena alasan-alasan yang dikemukakan Wajib Pajak maJWun alat 

bukti, menimbulkan keyakinan bagi pejabat pajak bahwa utang 

pajak yang-dipersengketakan yang seharusnya tebili besar dari 

pada yang tercantum dalam surat keberatan. 

Wajib Pajak yang tidak menerima atau tidak setuju atas Surat Keputusan 

Keberatan, karena mempertimbangkan tidak mence inkan K:eadilan, 

kemanfaatan atau kepastian hukum, sesuai deng ketentuan Undang-Udnang 

Perpajakan masih berhak untuk mengajukati banding ke Pengadilan Pajak yang 

berkedudukan di Jakarta. 

Adapun yang dimaksud dengan banding sebagaimana dijelaskan dalam 

Pasal 1 butir 6 UU Pengadilan Pajak, Banding adalah upaya hokum yang dapat 

dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan 

yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan 
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perpajakan yang berlaku.61 Putusan Badan Peradilan Pajak bukan merupakan 

Keputusan Tata Usaha Negara. 

Pengajuan banding merupakan proses huk.11m dihadapan suatu badan 

peradilan administrasi mumi (dalam hal ini Pengadilan Pajak) antara pihak 

Pemohon Banding (Wajib Pajak) dan pihak Terbanding (Direktorat Jenderal 

Pajak). Hakim yang memutus tidak terrnasuk salah satu pihak. Dalam proses 

pengajuan banding para pihak (Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak) 

diperlakukan sama dan kepada masing-masing pihak diberi hak yang sama, 

diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan dan mempertahankan 

perkaranya dihadapan pengadilan. 

Dalam Pasal-pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak antara lain disebutkan : 

• Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, 

termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah 

Daerah, berdasarka·n peraturan perundan -undangan yang berlaku. 

• Keputusan adalah suatu penetapan tertulis i bidang perpajakan yang 

di.Reluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peratura perundang­

updangan perpajakan dan dalarn rangka pelaksanaan UU R nagihan Pajak 

dengan Surat Paksa 

• Sengketa Pajak adalafi sengketa yang timbu dalam bidang perpaja.kan antara 

Wajib Pajak atau Penanggun l?ajak dengan pej abat yang berwenang sebagai 

akibat dikeluarkannya keputusan ang dapat diajukan Banding atau gugatan 

kepada Pengadilan PajaK. berCiasarkan peratliran perundang-undangan 

perpajakan terrnasuk gugatan atas p_elaksanaan genagihan berdaSa.rkan UU 

Penagihan Pajak dengan Sura Paksa. 

• Banding adalah upaxa hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding 

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

61 
Indonesia. Undang-undang renrang Pengadilan Pajak, UU No. 14 tahun 2002. LN No. 

27 Ia hun 2000, TLN No.4 I 89 
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• Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau 

Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap 

keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

• Pengadilan pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan 

kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan 

terhadap sengketa pajak. 

• Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus 

sengketa pajak. 

• Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam 

memeriksa dan memutus sengketa pajak. 

• Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima 

Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang­

UFldangan perpajakan. 

• Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya penagihan pajak 

atau kewajiban pe_rpajakan. 

• Penggugat dapat mengajukan permohonan agar tindak lanjut pelaksanaan 

penagihan pa'ak ditunda selama pemeriksaan sengl<eta pajak sedang b£rjalan, 

sampai ada ~utusan Pengadilan Pajak. 

• Pennohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan 

yang sangat mendesak i)'ang mengakibatk n kepentingan penggugat sangat 

dirugikanjika pelaksanaan penagihan pajak yang digugat dilaksanakan. 

• Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan empu nyai kekuatan 

hukum tetap. 

• Putusan Pengadilan Pajak dapat langsung dilaksanakan dengan tidak 

memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan 

perundang-undangan menga ur lain. 

• Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh 

Banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua 

puluh empat) bulan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan yang berlaku. 
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• Putusan pengadiJan harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalam 

jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. 

• Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas 

putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung. 

• Pennohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada 

Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak 

• Pennohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan 

pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak. 

• Dalam !Jal Ba11ding diajuka11 terlla7lap besarnya jumlalz Pajak yang 

terutang, Banding hanya dapat diajukan apa/Jila iumlah yang teruJang 

dimaksud Ielah dibayar sebesar 50% (lima pulu/1 persen). 

Contoh surat Wajib Pajak yang mengajukan pennohonan banding tetapi tidak 

membayar 50% (lima puluh persen) dari pajak )'ang terutang dan dikenakan Surat 

Paksit atas nama aj ib Pajak yang bersangkutan: 

Berkenan dengan Surat Pa~sa Nomor SP-0005IIWPJ.04/KP.I104/2008 yang 

kami terima tanggal 26 Nopember 2008 w rkenankan kami menxampaikan 

tanggapan sebagai berikut : 

J. Sural Ketetapan Pajak urang Bayar. sebesar Rp. 5,439,516, 63,- yang 

diterbitkan atas basil pemeri ksaan P.aja PPh Badan Tahun 2004 merupakan 

perhitungan. sepihak dari pemeriksa tanpa adanya bukti-bukti dan data 

pemeriksaan yang Jelas. Perhitungan tersebut sangat bertentangan dengan 

kondisi yang sebenamya teijad· dj perusahaan kami, sehingga kam i merasa 

diperlakukan dengan tidak adil. Untuk memastikan al tersebut Bapak bisa 

melakukan pengecekan terhadap asH pemeriksaan terdahulu dan Bapak akan 

menemukan bagaimana pelaporan pajak kami diacak-acak sedemikian rupa 

dengan persepsi dan interprestasi yang sangat subjektif. 

2. Pada saat mengajukan banding, kami merasa dirugikan dengan ketentuan 

perpajakan yang mensyaratkan kami untuk melunasi minimal 50% dari nilai 

SKPKB tersebut atau sejumlah Rp. 2,719,758, 131,-. Jumlah ini sangat berat 
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mengingat pada waktu itu kami benar-benar tidak memiliki uang sebesar itu 

untuk meneruskan banding ke Pengadilan Pajak sehingga hilang kesempatan 

kami untuk membuktikan perhitungan yang benar menurut kami. 

3. Kami telah mendaftarkan kasus SKPKB tersebut ke Mahkamah Agung untuk 

dimintakan Kasasi!Peninjauan kembali dan sampai saat ini upaya hukum 

tersebut masih berjalan. Kami sama sekali tidak memiliki maksud untuk 

menyembunyikan kewajiban pajak atau menghindari pajak. Akuntabilitas 

laporan Keuangan kami terns kami 1aga dan setiap tahun selalu diaudit oleh 

Kantor Akuntan Publik serta membayar pajak dengan sebagaimana mestinya. 

Kami bukan tidak mampu membuktikan kebenaran kami tapi kami tidak 

berdaya dengan persyaratan fo rmal yang harus dipenuhi dalam enempuh 

jalur peradilan. 

4. Beberapa Tahun terakhir in" usaha kami mengalami penurunan yang 

signiftkan dan pekerjaan-pekerjaan tetap kami jalankan sekedar untuk 

memenuhi kontrak dan menggaji Karyawan-karyawan yang tersisa sehingga 

kami benar-benar mengalami kfjsis Keuangan yang sangat ketat. Dengan 

jumlah SKPKB sebesar itu, sangat tidak mungkin bagi Rami untuk 

melunasinya termasuk mengangsumya tlengan bunga sebesar 2% pe -bulan. 

Hampir seluruh aset-aset kami telah menj acli Agunan Bank, yang juga 

menutup kemungkinan b.@_gi kami untuk mengusahakan pinjaman baru. 

Tindakan penagihan yang telah 8audara lakukan telah membuat kami 

resah dan mengancam kelangsungan usaha kami secara keseluruhan. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami mahan agar diberikan 

kesempatan untuk menata kembali usaha kami ditengah-tengah krisis keuangan 

saat ini. Sebagai bentuk itikad baik dari kami, atas SKPKB tersebut telah kami 

lakukan pembayaran secara mencicil sejak bulan Mei 2006 sampai dengan saat 

ini Nopember 2008 (dapat dilihat pada daftar pembayaran dan copy SSP terlampir), 

dan mulai bulan Januari 2009 akan kami coba mencicil dengan pembayaran 

antara Rp. 10,000,000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20,000,000,-
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(dua puluh juta rupiah) setiap bulannya. Jumlah cicilan tersebut akan kami 

sesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan dengan harapan operasional 

usaha kami tetap bisa berjalan dan kewajiban perpajakan perlahan-lahan bisa 

kami penuhi. 

Besar harapan kami agar permohonan ini dikabulkan dan atas perhatiannya kami 

ucapkan terima kasih. 

Contoh kasus di atas menunjukkan kepada kita betapa tidak berdayanya 

masyarakat Wajib Pajak. tidak ada yang benar-benar dapat mernastikan siapakah 

yang bersalah dalam hal ini, pihak ajib Pajak ataukah pejabat pajak (fiskus), 

karena sebelum masuk ke materi banding, Pe gadilan Pajak telah rnenolak 

pennohonan Wajib Pajak karena tidak memoa:yar tunggakan pajak sebesar 50% 

(lima puluh persen) dari pajak yang terutan yang tercantum dalam Surat 

ketetapan pajak seperti yang telah disyara an oleh Pasal 36 UU Pengadilan 

Pajak. 

Bagi Wajib Pajak yang benar-benar telah sesuai dengan ketentuan dalam 

melaksanakan kewaj iban per::pajaknnya tentu isi Pasal25 dan Pasal27 UU KUP 

yang l:>aru merupakan berita yang menyejukkan sehingga mereka akan all out 

dal menyusun materi keberatannya karena inilah saatnya merekao 

mem perjuangkan kebenaran yang Waj ib Pajak yakini dan titlak perlu 

menim ang-nimbang lagi u tuk mengajukan keberatan ke Direktorat Jenoeral 

Pajak. 

Mengapa ptmulis katakan demikian, karena kita juga tidak bisa 

memungkiri kadang-kadang ada keterbatasan dari pemeriksa pajak senCliri dalam 

menafsirkan atau menerapkan ~etentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan ataupun karena ketidaksesuaian pandangan hakim Pengadilan Pajak 

dengan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Perpajakan itu sendiri 

misalnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, yang dijadikan dasar oleh 

pemeriksa pajak walaupun sebenarnya pemeriksa pajak sendiri tidak 

menyimpang dari ketentuan tersebut. Sesuai kuesioner yang penulis bagikan 

kepada Wajib Pajak tersebut Wajib Pajak menjawab: "Apabila boleh memilih 
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ketentuan yang ingin diberlakukan bagi perusahaannya adalah ketentuan yang 

baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum 

dan Tatacara Perpajakan", karena Wajib Pajak tidak perlu stress memikirkan 

cara mencari pinjaman untuk membayar sebagian dari utang pajak yang tidak 

diakui sama sekali. 

Berikut penulis turunkan contoh sebagian isi dari keputusan hakim 

Pengadilan Pajak tertanggal 2 Agustus 2007: 

B TUSAN 

KEA:DILAN BERDASARKAN K.ETUHANAN Y NG MAHA IESA 

Membaca 

Menimbang 

Menimbang 

: Surat banding Nomor: .. ...... ... tanggal .. ...... diterirma oleh 
~~___,rDekretariat Pengacfilan Pajak hari ....... dan terdaftar dal 

berkas sengketa Nomor .. .... .......... yang diajukan oleh 
pemohon banding ... ..... .... .... , berisi ban ing terhadap 
keputusan terbanding: Direktorat Jendera 
Pajk ..... .... .... mengenai keberatan atas SKPKB PPh 
Badan Tahun Pajak 2004 Nomor ......... tanggal ... , yang 
di.Kenakan ke ada pemohon banding. 

: bahwa berdarkan Pasal 31 a at (1) Undang-Undang 
Nomor li4 Tahun 2002 tentang Pengadiklan Pajak, 
Pengadilan 13ajak mempunyai tugas dan wewenang 
memeriksa dan memutus sengketa ajak; 

Bahwa berdasarkan Pasal 17 .. ............ .. , putusan 
Pengadilan pajak erupakao putusan akhir yang 
mempunyai kekuatan tetap; 

: bahwa Majelis melakukan pemeriksaan atas pemenuhan 
ketentuanwketentuan yang bersifat fonnal sebagai berikut: 

Bahwa surat Banding tersebut ditujuakn kepada 
Pengadilan Pajak dan dibuat dalam bahsa Indonesia 
sehingga memenhuhi ketentuan Pasal 35 ayat (I) Undang-
Undang ........... tentang Pengadilan pajak; 
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Bahwa Surat Banding: Nomor. ........ memenuh-
persyaratan satu Surat banding untuk satu ke[prusan 
Terband ing sebaga imana ... ... .................... .ten tang 
Pengadilan pajak; 

Bahwa Pemohon Banding dalam surat 
Band ingnya ... ............. perihal pennohonan kelonggaran 
waktu pembayaran kewajiban ... . .......... dan menyatakan 
bahwa Pemohon Banding belum melakukan pembayaran 
terhadap 50% (lima puluh persen) dari pajak yang 
terutang; 
Bahwa dalam persidangan kuasa hokum Pemohon banding 
menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi ketentuan 
pembayaran 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang; 

Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan 
pengajuan banding tidak memenughi ketentuan Pasal 36 
ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pemngadilan Pajak; 

Bahwa oleh karena pengajuan banding tidak memenuhi 
keten uan formal, m a materi sengketa. banding tidak 
diperiksa lebih lanjut; 

Menxatakan permohonan banding Pemohon banding terhadap keptusan Direktur 
Jenderal pajak Nomor ... .... .... mengenai kebetratan atas 
SK.PKB ... . .. .. ..... atas nama PT Petroindo .... .......... .. , 
NPWP: ................. , Alan1at .... ................. ... . ~~··· · ... , 
Jakarta, tid!!l< dapat diterima. 

Demikian diputus di Jakarta .... .... ................. ... dan iucapakan dalam siding 
terbuka ntuk umum pada hari.. ............. tanpa dihadiri 
Terbanding maupun Pemohon Banding. 
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Penagiban Pajak dalam Sengketa Pajak 

Diawal Bab 4 ini maupun pada Bab sebelumnya, penulis akan selalu tetap 

mencantumkan dalam pembabasan isi UU KUP yang lama, mengapa demikian, 

karena sesuai dengan bunyi Pasal II ayat (1) Ketentuan Peralihan UU KUP 

Nomor 28 Tabun 2007 yang menurut penulis pangkal dari permasalahan yang 

mengatakan: "Terhadap semua hak dan kewajiban perpajalcan Tahun Pajak 

2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan 

kerenluan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenluan Umum dan 

Tala Cara Perpajakan sebagaimana Ielah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 ", 62 

Kepada Wajib Pajak tetap akan dilakukan penagihan aktif karena masih 

mempunyai utang pajak aik yang diatur da1am ketentuan UU KUP yang lama 

maupun yang baru. Utang pajak menurut Pasal l angka 8 Undang-Undang 

Nomor 19 ahun 000 (UU PPSP) adalah pajak yang masih harus dibayar 

termasuk sanksi adrninistrasi berqpa bunga, denda da kenaikan yang tercantum 

dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasark ket ntuan 

peraturan perundang-undangan perpaj ilkan. Dalam UU KUP yang baru, 

pengertian tentang apa itu yang dimaksud dengan Utang Pajak sudah berbeda. 

Dalam penjelasan Pasal 25 ayat (7) UU KUP Nomor 16 Tahun 2000~ 

Untuk mencegah usaha penghindaran atau penundaan pembayaran pajak melalui 

pengajuan surat keberatan, maka pengajuan keberatan tidak meng.lialangi 

tindakan penagihan sampai dengan pelaksanaan lelang. Ket ntuan ini perlu 

dicantumkan dengan maksud agar Wajib Paj ak dengan dalih m€ngajukan 

keberatan, untuk tidak melakukan kewaj iban membayar pajak yang telah 

ditetapkan, sehingga dapat dicegah tergangguny penerimaan negara. Seperti 

yang ada dalarn bab sebelumnya le ih ditonj lkan fungsi anggaran (budgeter) 

dari pajak yang juga disebut sebagai fungsi utama pajak yaitu alat untuk 

memasukkan dana secara optimal ke kas negara. 

62 
Indonesia. Undang-undang temang Ketentuan Umum dan Talacara Perpajakan, UU 

No. 28 tahun 2007, LN No. 85 tahun 2007, TLN No.4740 
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Berkaitan dengan penjelasan Pasal 25 diatas, ketentuan dalam U U KUP 

yang lama maupun UU KUP sebelumnya, Wajib Pajak harus membayar pajak 

sesuai jumlah yang tertera dalam Surat ketetapan pajak dalam hal ini tentu Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Dalam SKPKB memuat unsur Dasar 

Pengenaan Pajak; Pajak yang terutang; Kredit Pajak; Pajak yang tidakfkurang 

dibayar; Sanksi administrasi; dan terakhir yang paling penting adalah Jumlah 

pajak yang masih hams dibayar, karena inilah dasar untuk menagih dengan Surat 

Paksa. 

Hal ini juga sesuai dengan Pasal I ayat (8) UU PPSP tentang pengertian 

utang pajak yakni pajak yang masih harus dibayar tennasuk sanksi administrasi 

berupa bunga, denda dan kenaikan yang tercantum dalam Surat ketetapan pajak 

atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peratu perundan,-undangan 

perpajakan. Walaupun sedikit berbeda dengan Pasal 1 ayat (10) UU KUP yang 

mengarur atau memakai istilah pajak terutang ada ah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam Masa Pajak, da am Tahun Pajak, atau dalam Bagian 

Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan JX<rundang-undangan perpajakan. 

Dibawah ini contoh secara garis besar saja (tidak secara detail) sebuah Surat 

ketetapan pajak yakni SK~KB PPh Pasal 23 : 
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Nomor : 00211203/04/062/08 

Masa!Tahun Pajak : Januari-Desember 2004 

Tanggal Penerbitan : 09 Desember 2008 

Tanggal Jatuh Tempo: 08 Januari 2008 
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I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan 

Pasal23: 

TNDO AD 

NP p : 01.31 4.649.3-062.000 

ll.Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah 

sebagai berilait: 

l . Penghasilan Kena Pajak!Dasar Pengenaan Pajak 

2 . PPh Pasal 23 yang terutang 

3 dit Pajak 

4. Pajak yang tidaklkurang dibayar 

5. Sanksi Administrasi 

Rp 2.784.1 65.630 

Rp 154':767.854 

Rp 92.773.120 

Rp 61.994.734 

Rp 29.757.41 2 

Rp 91.752.206 

Terbilang: SEMBILAN PUbUH SATlJ 1tJTA TUJUH RATUS LIMA PULUH 

DUA RIBU DUA RA TUS ENAM RUPIAH 
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Hak menagih agar Wajib Pajak membayar pajakjuga telah sesuai dengan 

bunyi Pasal 10 ayat (12) jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang berbunyi : "Pengajuan 

Keberatan atau permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak 

dan pelaksanaan penagihan pajak". 

Apabila kita membaca Undang-Undang, pertama-tama yang dibaca 

adalah peraturan, pasal-pasal. Berhenti pada pembacaan Undang-Undang sebagai 

peraturan bisa menimbulkan kesa.lahan besa.r karena kaidah mendasari peraturan 

itu menjadi terluputkan. Berkaitan dengan kaidah ada berrnacam-rnacarn logika 

dalam hukum antara lain logika peraturan, logika kepatutan sosial (social 

reasonabless), logika keadilan. Pada saat kita rnernpertimbangkan apakah yang 

ingin di lakukan sudah sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat? Kita 

memasuki logika kepatutan itu. Logika keadilan tidak segera bisa ditemukan 

dengan membaca peraturan, tetapi dibutuhkan suatu perenungan dan pemaknaan 

lebih dalam terhadap apa yang kita oaca. Kdilkah apabi l ita melakukan 

pemaksaan kepada Wajib Pajak atas utang pajak ):'ang masih dalam suatu 

sengl(eta antara pejabat pajak (fiskus) dengan ajib Pajak yang belum selesai 

diputuskan. 63 

Akan tetapi dala Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang KUP (Undang-Undang baru) disebutkan ketentuan Pasal 25 diubah yang 

menurut penulis merupakan suatu perubahan yang cukup signiftkan, adapun 

perbe aannya dengan UU yang lama adalah: 

2006 

1. Pasal25 ~at (3a) disebutkan: "Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi 

pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang Ielah 

disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan aliliir basil pemeriksaan, 

sebelum surat keberatan di sampaikan." 

Menurut ayat tersebut yang wajib dilunasi oleh Wajib Pajak hanya 

sejumlah pajak yang telah disetujui saja sedangkan jumlah lain 

yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak tidak wajib dilunasi karena 

63 Satjiplo Raharjo. Jlmu llukum, Cel-6, Bandung: Penerbil PT. Citra Adilya Bakli, 
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menurut ayat selanjutnya belum merupakan utang pajak. Contoh: 

Wajib Pajak hanya menyetujui pajak terutang sebesar satu juta 

rupiah dari jumlah yang ditetapkan fiskus sebesar Rp I Milyar, 

maka yang dapat ditagih kepada Wajib Pajak tersebut sesuai dengan 

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa hanya sebesar 

satu juta rupiah, sedangkan sisanya sebesar Rp 999.juta belum 

termasuk utang pajak sehingga belum dapat ditagih secara paksa. 

2. Pasal 25 ayat (7) disebutkan: "Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah pajak yang belum 

dibayar pada saat pengaj uan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan." 

l?asal 9 ayat (3) dan ayat (3a) mengatur mengenai pelunasan pajak 

terutang yakni l (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan dan 2 (dua) 

bulan untuk Wajib Pajak usah kecil dan Waj ib Pajak di daerah 

terpencil. 

Narnun karena Waj ib Pajak mengajukan keberatan maka utang 

pajak yang belum dibayar tersebut (mungkin tidak disetujui aleH 

Wajib Pajak) tertangguh sampa· dengan 1 ~satu) bu an sejak tanggal 

penerbitan Surat Keputusan eberatan apabila Wajib Pajak tidalc 

akan mengajukan P.ermohonan Banding. alam penjelasan ayat ini 

juga disebutkan: "ayat ini mengatur bahwa jatuh tempo pembayaran 

yang tertera dalam Surat ketetapan pajak tertangguh samna,i dengan 

1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. 

Penangguhan jangka waktu pelunasan pajak menyebabkan sanksi 

admini'strasi berupa bu ga sebesar 2% per bulan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 tidak d iberlakukan atas jumlah pajak yang belum 

dibayar pada saat mengajukan keberatan. 

3. Pasal 25 ayat (8) disebutkan : "Jumlah pajak yang belum dibayar 

pada saat pengajuan perrnohonan keberatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 11 ayat (1) dan {la)." Pasal ini mengatur 
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tentang kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan 

kepada Wajib Pajak, terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan 

utang pajak-utang pajak lain yang merupakan kewajiban Wajib 

Pajak. 

Sekarang ini atas utang pajak yang tidak disetujui Wajib Pajak 

dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak dapat 

diperhitungkan terlebih dahulu jika ada kelebihan bayar pajak, atau 

dengan kata lain untuk sementara Wajib Pajak dianggap tidak punya 

utang pajak sehingga apabila ada pengembalian rnaka seluruhnya 

harus dikembalikan kepada Wajib Pajak. 

4. Pasal 25 ayat (9) disebutkan : "Dalam hal keberatan Wajib Pajak 

ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak di kenai sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari 

ju lah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikUrangi dengan 

Ra· ak yang telah dibayar sebelum mengajukan ke eratan., 

Inilah Pasal baru mengenai Wajib Pajak ~ang ditolak atau diterima 

sebagian keberatannya dan tidak mengajukan permohonan banding. 

Jadi infonnasi buat Wajib Pajak hila Wajib Pajak masih ragu-mgu 

atau belum yakin betul mengenai keberatannya atau hanya 

mempunyai alasan-alasan yang tidak cukup kuat dalam pengajuan 

keberatannya supaya berp ikir dua ali kalau ingin mengajukan 

keberatan karena apabila keberatan ditolak atau tidak di erima maka 

akan ada denda tambahan sebesar 50% lima uluh persen) dari 

jumlah semula ketika diajukan pennohonan. 

5. asal 25 ayat (1 0) disebutkan : " Dalam hal Wajib Pajak mengajukan 

pennoh nan Banding, sanksi admi istrasi berupa denda sebesar 

50% (lima puluh persen sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak 

dikenakan".64 Menurut penulis mengapa ayat ini hams mengatur 

tentang Banding padahal telah diatur tersendiri dalam Pasal 27 

~ Indonesia, Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, UU 
No. 28 tahun 2007, LN No. 85 tahun 2007, TLN No.4740, ps.25. 
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tentang Banding. Artinya sehubungan dengan kelanjutan butir 4 

diatas, apabila setelah menerima keputusan keberatan Wajib Pajak 

masih akan melakukan banding ke Pengadilan Pajak untuk 

sementara sanksi sebesar 50% (lima puluh persen) tadi tidak 

dikenakan sampai ada keputusan banding yang bersifat final. 

Sarna halnya dengan pengajuan keberatan, dalam pengajuan permohonan 

banding tindakan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang belum melunasi 

utang pajaknya juga tidak berbeda dengan pe lakuan terhadap Wajib Pajak yang 

belum melunasi utang pajak dan mengajukan keberatan yang dalam Pasal27 UU 

Nomor 28 Talmo 2007 tentang KUP (fsebutkan bahwa ketentuan Pasal27 diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

asal 27 ayat (5a) disebutkan : "Da.lam hal Wajib Pajak mengajukan 

banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksutl pada 

Pasal 9 ayat (3), ayat (3a), atau asal 25 ayat (7), atas jumlah pajak 

yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh 

sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal pener itan Putusan 

Banding:'' 

Jadi seluruh utang paj8k yang tidak disetujui tertangguh sampai 

(satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. 

Pasal 27 ayat (.Sb) disebutkan : "Jumlah ajak yang belum dibay 

pada saat pengajuan pe ohonan keberatan sebagaimana dimak'sud 

pada ayat (5a) tidak termasuk sebagai utang ajak seba.gaimana 

dimaksua dalam Pasal 11 ayat (I) dan ayat (la)." 

Walaupun ada sejumlah pajak yang belum dibayar karena Wajib 

Pajak tidal{ men}'etuj ui utang pajak tersebur, hal itu bukan atau 

belum merupakan utang pajak yang dapat ditagih sehingga tidak 

dapat dikompensasikan atau dipindahbukukan hila ada kelebihan 

bayar Wajib Pajak yang pada akhimya Wajib Pajak akan menerima 

seluruhjumlah kelebihan bayar yang diminta oleh Wajib Pajak. 
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3. Pasal 27 ayat (5c) disebutkan : "Jumlah pajak yang belum dibayar 

pacta saat pengajuan pennohonan banding belum merupakan pajak 

yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.'.65 

Semua utang pajak yang tercantum dalam SKPKB belum 

merupakan pajak yang terutang sampai dengan Purusan Banding 

diterbitkan. Karena belum merupakan pajak yang terutang, maka 

ketentuan dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa belum 

bisa diterapkan pada Wajib Pajak yang bersangkutan sampai dengan 

Putusan Banding diterbitkan. Contoh Surat Paksa: 

65 Ibid, Pasul27 
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

SURATPAKSA 

Nomor: 

DEMl KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MARA ESA 

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK 

Menimbang bahwa : 

Nama Wajib"Pajak/ 

Penanggung Pajak 

NPWP 

Alamat 

menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini : 

NO Jenis Tahun Nomor & tanggal 

Pajak STP/S PKBVSKPKBT/ 

SK.Pembetulanl SK. 

Jumlah 

Dengan ini: 

Tanggal Jumlah 

tunggakan 

pajak 

I. Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah 

tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi I Kantor Pas, ditambah dengan 

biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah 

pemberitahuan Surat Paksa ini. 
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2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau 

Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksa.naan Surat Paksa 

untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak I 

Penanggung Pajak apabila dalam jangka waktu 2 (dua) kali dua puluh 

empat jam perintah sebagaimana disebut dalam butir I di atas tidak 

dipenuhi. 

PF.RIM.TIAN 

PAJAK HARUS DILUNASI DAL\M WAIITU 2 X 24 

.lAM SETELAH MENERIMA SURA T PAKSA INI 

Sf.SUDAII DATAS WAKTIJ INL TINDAKAN 

PENAGIHAN PAJAK AKAN Dll.ANJtrrKAN DENGAN 

PENYITAAN. 

(Pasal 12 Ayal I U Nomor 19 lahun 1997 scbagaiman• 

Ielah diubab dengan UU Nomor 19 tahun 2000) 

Ditetapkan di ......... . 

Pad a tanggal .......... . 

........... .. .... .. 

NIP .. ... ....... . 

Apabila dikaitkan ketentuan di atas dengan Undang-Undang Pengadilan 

Pajakt.dan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP) aaa 

belilerapa Pasal atau ayat yang menjadi perhatian penulis antara lain: 

Pasal 8 UU PPSP disebutkan: "Surat Paksa diterbitkan apabila 

Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah 

diterbitkan Surat \feguran atau Surat Peringatan atau surat Jain yang 

sejenis. Surat Teguran, Surat eringatan atau surat lain yang sejenis 

diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya 

sampai dengan tanggaljatuh tempo pembayaran." 

Maka atas seluruh Wajib Pajak yang mempunyai Surat Ketetapan 

Pajak Kurang Ba ar (SKPKB), a abila dia tidak menyetujui seluruh 

isi SKPKB tersebut atau menyetujui sebagian saja dan melunasi pajak 

sebesar yang disetujui, kepadanya tidak akan pemah dilakukan 

penagihan sepanjang Wajib Pajak tersebut mengajukan permohonan 

keberatan maupun banding sampai keputusan keberatan maupun 
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banding dari lembaga yang berwenang untuk itu mengeluarkan 

keputusannya. 

Pasal 10 ayat (12) UU PPSP: "Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak 

tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa." 

Hal ini tentu sudah sangat tidak tepat lagi atau tidak dapat berlaku 

secara umum karena harus dilihat kasus per kasus. Kalau menurut UU 

KUP yang baru atas semua Wajib Pajak yang sedang mengajukan 

keberatan apabila Wajib Pajak telah melunasi pajak hanya sebesar 

yang telah disetujuinya maka pelaksanaan penagihan dengan Surat 

Paksa dapat ditunda sampai atas keberatannya telah keluar keputusan 

dari Direktorat Jenderal Pajak. Otomatis ayat ini sudah tidak berlaku 

umum lagi nanya karena UU KUP yang baru elah mere isi UU KUP 

lama dan mengatur lain. Apakah hal tersebut dapat dibenarkan? 

Pasal 27 ayat (1) UU PPSP: , Lei g tetap dapat ilaksanM<an 

walaupun keberatan yang Oiajukan oleh Wajib Pajak belum 

memperoleh eputusan keberatan." Sam dengan Pasal 10 diatas, 

otomatis Pasal ini sudah tidak berlaku lagi bagi Wajib Pajak yang 

telah melaksanak.an kewajibannya sesuai dengan ketentuan UU KuP 

yang baru. 

Pasal 41 ayat (2) UU PPSP: "Pengajuan keberatan atau pennohonan 

banding tidak menunda kewajioan membayar pajak dan pelaksanaan 

penagihan pajak." Hal ini mirip dengan Pasal I 0 ayat {12) ang 

berbun:>_:i : " Pengajuan keberatan oleh Waji Paja tidak: 

mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Pak.sa." l:lal ini berlak:u 

khusus bagi Wajib Pajak yang tidak membayar pajak sebesar yang 

telah di setujui dalam pembahasan akhir basil pemeriksaan saja 

sedangkan untuk Wajib Pajak yang telali elunasi walaupun hanya 

sebesar jumlah yang disetujui tidak akan dikenakan penagihan pajak. 
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Ketentuan yang berbeda atas Wajib Pajak yang sama 

Sehubungan dengan bunyi Pasal II ayat (1) Ketentuan Peralihan: 

"Terhodap semuo hok don kewajiban perpajokan Tahun Pajak 2001 sompai 

dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesoikan, diberlokukan ketentuon 

Undong-undang Nomor 6 Tohun 1983 tentong Ketentuan Umum don Tat a Cora 

Perpojokon sebogaimono Ielah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­

undang Nomor 16 Tahzm 2000 ". 

Menurut penulis Tahun Pajak berbeda dengan Tahun Pemeriksaan atau 

Tahun penerbitan Surat ketetapan pajak. Tahun Pajak menurut Pasal 1 ayat (8) 

UU KUP adalah jangk aktu I (satu) tahun kalender keauali bila Wajib Pajak 

menggunakan ta:hun buku yang tidak sama dengan tahun kahmder.66 

S meliltara Tahun P meriksaan atau tahun terbitnya ketetapan menurut 

penulis atlalah tahun dilakukannya pemeriksaan sampai dengan tahun terbitnya 

Surat ketetapan pajak atau tahun ditetapk:annya pajak terutang. Bisa saja Wajib 

Pajak diperiksa awal tahun dan terbitnya ketetapan diakhir tahun dalam tahun 

yarjg sama. Atau kadang-kadang bisa saja dipe.a;iksa mulai tahun 2004, selesai 

pemedksaan sampai dengan terbitnya ketetapan atau yang sering disebut kohir 

baru ditahun 2005 karena melakukan gemeriksaan butuh waktu. 

Yang penulis maksud lisin i adalah ']]ahun terbitnya ketetapan pajak 

tersebut, karena ditahun inilah Wajib Pajak menerima ketetapan itu atau tahun 

ditetapkannya ajak yang terutang an harus dibayar oleh Wajib Pajak atau 

ditahun inilafi (untuk sementara) pajak terutang telah menjadi pasti. 

Contoh Surat ke etapan pajak yang dapat menunjukkan perbedaan tersebut, 

diambil dari contoh yang telah dijelaskan sebelumnya: 

66 Indonesia, Umkmg-undang renrang Ketentum1 Umum dan Tatacara Perpajakan. UU 
No. 28 tahun 2007, LN No. 85 tahun 2007, TLN No.4740 
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Sural ketetapan pojak PPh Paso[ 23 

Nom or SKPKB : 0021 /203/04/062/08 Tanggal: 3 Juni 2008 

Nomor0021 

Kode 203 

Kode 04 

Kode 062 

: nomor urut ketetapan dari pencetakan secara otomatis 

: kode ketetapan untuk SKPKB PPh Pasal 23 

: tahun pajak yang diperiksa adalah PPh Pasal23 tahun 2004 

: adalah kode KPP Madya Jakarta Selatan 

Kode 08 : tahun saat kohir atau ketetapan tersebut diterbitkan 
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Tanggal 3 Juni 2008 adalah tanggal terbit ketetapan tersebut dan jatuh tempo 

ketetapan tanggal 3 Juli 2008 

Dari contoh di atas jelaslah. perbedaan antara Tahun Pajak dengan tahun 

pemeriksaan atau tahun ketetapan tersebut diterbitkan dan diterima oleh Wajib 

Pajak. Bi a sajakewajiban Waj ib Pajak pada T un Pajak 2000 baru diperiksa 

pada tahun 2008 karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak yaAg 

memberikan waktu 1 0 tahun untuk daluarsa pemeriksaan maupun penagihan 

terhadap Wajib Pajak. Atau bisa sa· a Tahun Pajak 2005 baru diperiksa pada tahun 

20(i)7 dan ketetapannya terbit tahun 2008 se~rti contoh di atas. 

Atas hal ini dan dalam me · aca UU KUP yang baru ditemukan 

perbedaan p.endapat atau penafsiran atas Pasal IT ayat (I) Ketentuan Peralihan 

tersebut karena dalam pasal yang sama ayat (cJ) jelas berbunyi : "Undang­

Undang in; mulai berlaku pada langgal 1 Januari 2008", dan banyak Wajib 

Pajak yang menginginkan Undang-Undang yang diberla ukan bagi mereka 

adalah UU KUP Nom r 28 'rabun 2007 tersebut sementara pada kenyataannya 

atau dalam prakteknya pihak pejabat pajak (fiskus) tetap kukuh berpedoman pada 

ayat (I) tersebut bahwa atas utang pajak dengan tahun pajak 2007 dan 

sebelumnya masih tetap berlaku UU KUP yang lama yakni UU Nomor 16 Tahun 

2000. 

Dari hal tersebut penafsiran manakah yang benar, penafsiran manakah 

yang harus dipakai/yang menjadi pedoman bagi kedua belah pihak (fiskus dan 

Wajib Pajak). Apakah kedua-duanya masih tetap berlaku sampai dengan tahun 
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2013? Apa gunanya ada peraturan baru kalau baru bisa bedaku beberapa tahun 

kemudian ( ekstrimnya 5 tahun kemudian). 

Berikut diberikan contoh surat Wajib Pajak berupa tanggapan atas Surat 

Teguran yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan 

karena setelah jatuh tempo pembayaran Wajib Pajak belum melunasi utang pajak 

tersebut yang tercantum dalam SKPKB dimana atas uta.ng pajak di Tahun Pajak 

2006 baru diterbitkan SKPKB Tahun 2008. Secara garis besar Wajib Pajak 

menginginkan ketentuan yang berlaku baginya adalah ketentuan baru yakni UU 

Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. 

Perihal: Tanggapan atas Surat Teguran Nomor ST-

00658/WPJ.04/KP.l104/2008 tanggal30 Oktober 2008. 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Teguran atas SKPKB PPh Pasal 

25/29 Badan, ber rna ini perkenankanlah kami: PT International Matari 

A vertising Inc, men~ampaikan tanggapan las Surat J'eguran tersebut di atas 

dengan penjelasan sebagai berikut : 

I. Pada ta.nggal 22 Juli 2008, KPP Madya Jaksel menerbitkan Surat 

Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Nomo 

00211206/06/062/08 sebesar R 28.1 43.881.516, se agai basil 

perneriksaan pajak tahun 2006. 

2. Atas SKPKB tersebu diatas pada tanggal 17 Oktober 2008, kami 

mengajukan Surat Keberatan atas jumlan kurang bayar tersebut ke KPP 

Madya Jaksel. 

3. Sesuai dengan UU KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 25 angka 3) huruf a : 

Dalam hal Wajib Pajak engajukan keberatan atas SKP, Wajib Pajak 

wajib melunasi pajak :yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah 

yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir pemeriksaan 

sebelum surat keberatan disampaikan. Angka 7): Dalam hal Wajib Pajak 

mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau ayat (3a) atas jumlah yang belum 

dibayar saat pengajuan keberatan, tertangguh samapai dengan 1 (satu) 
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bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Angka 8) : 

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan 

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai 

utang pajak sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (Ia). 

4. Sesuai dengan ketentuan UU KUP tersebut diatas, karena kami 

mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB PPh Badan Nomor 

00211206/06/062/08, maka Kantor Pajak tidak dapat melakukan 

penagihan pajak. dengan Surat Paksa sebagaimana yang disebutkan 

didalam Surat Teguran tersebut. 

5. Demikian tanggapan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan 

· k ·v67 tenma as1u. 

Pembuatan hukum dimulai sebagai gagasan ata ide yang kemudian 

diproses lebih lanjut sehingga pada akhirnya benarrbenar menjadi bahan yang 

siap untu diberi sanksi. Secara garis besar pembuatan hukum itu bisa dirinci 

dalam tahap-tahap: 

Tahap Inisiasi: muncul suatu gagasan dalam masyarakat 

Tahap Sosio-Pol itis: pematangan dan penajaman gagasan 

ahap yuridis: penyusunan bahan kedalam rumusan hukum dan 

Keadaan yang ideal sebetulnya adalah manakala interpretasi atau pena:fsiran tidak 

diperlukan apabila perundang-undangan itu bisa dituangkan dalam bentuk yang 

jelas. Gagasan Montesgtiieu tentarlg pembuatan hukum Y,ang baik adalafi sebagai 

berikut (Sajipte , 2006: 80): 

I. Gaya hendaknya padat dan sei::lerhana. Kalima-kalimat yang muluk dan 

retorik hanya merupakan ha l yang berlebihan dan menyesatkan. 

2. Jstilah-istilah yang dipilih, nendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak 

dan tidak relatif, sehingga mempersempit kemungkinan untuk adanya 

perbedaan pendapat. 

67 Sural balasan Direktur PT lntemasional Matari Advertising Inc ar.as terbitnya Surat 
Teguran karena sampai saatjatuh tempo pclunasan Wajib Pajak bclum melak"'Ukan pembayaran. 
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3. Hendaknya membatasi diri pada hal~hal yang aktual, menghindari 

penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis. 

4. Hendaknya jangan rumit, sebab dibuat untuk orang kebanyakan: jangan 

membenamkan orang kedalam persoalan logika, tetapi sekedar bisa 

dijangkau oleh penalaran orang kebanyakan. 

5. Janganlah masalah pokok yang dikemukakakn dikaburkan oleh 

penggunaan perkecualian, pembatasa atau modifikasi, kecuali memang 

benar-benar diperlukan. 

6. Jangan berupa penalaran (argumentative); berbahaya sekali memberikan 

alasan yang rinci tentang masalah yang diatur, sebab hal itu hanya akan 

membuka pintui perdebatan . 

7. Di atas semua itu. isinya hendaknya dipikirkan secara ma.sak terlebih 

dahulu serta janganlah membingungk pemik1ran serta rasa keadilan 

biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami; sebab 

hukum yang lernah, tidak perlu dan tidak adil akan menyebabkan 

keseluruhan sitem perundang-undangan menjadi ambruk dan merusak 

kewibawaan negara.6s 

Tahap pernbuatan hukum seperti yang diuraikan diatas harus 

ditindaklanjuti dengan pelaksanaan ketentuan hukum tersebut secara kongkrit 

dalam kehidupan bemegara atau sering diseb\!lt penegakan/penerapan hukum 

atau Law Enforcement. Law Enforcement di Direktorat Jenderal Pajak pemah 

menjadi ikon pada tahun 2003 dititikberatkan pada ncairan tunggakan pajak. 

Khususnya pada seksi genagihan sebagai benteng terai{hir dalam menegakkan 

ketentua n perundang~undangan perpa j akan. 

Hukum terikat pada dunia ideal dan kenyataan, unsur ideal (yang masih 

harus diwujudkan dalam masyarakat) haqts teta imasukkan dalam suatu aturan 

dan juga harus memperhitungkan unsur keny taan yang ada dalam masyarakat. 

Unsur ideal memunculkan keharusan adanya peraturan-peraturan. Kepastian 

hukum tidak bersumber kepada ideal dan kenyataan melainkan tuntuan agar 

peraturan ada. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya peraturan itu 

6s Satjipto Raharjo. Jlmu Hukum, Cct-6, B::10dung: Pcncrbit PT. Citra Aditya Bakti, 2006 
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sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi 

masyarakatnya adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum terse but. 69 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato awal tahun tanggal 

31 Januari 2007 juga menyinggung tentang kepastian hukum. "Segala segi 

kehidupan masyarakat bahkan kehidupan bangsa dan negara memerlukan 

kepastian hukum. Demokrasi juga harus disertai dengan tegaknya rule of law. 

Demikian juga dunia usaha kita. Marilah kita semua, pihak pemerintah, kaum 

pengusaha sendiri, dan aparat penegak hukum mulai dari polisi dan jaksa sampai 

kepada hakim dan pengacara, benar-benar menegakkan aturan main dan tatanan 

hukum yang pasti. 

Jika ada persengketaan yang berkaitan dengan dunia usaha, selesaikanlah 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan proses yang transparan serta 

dengan putusan pengadilan yang logis, masuK akal dan akuntabel. Masyarakat 

term mk kaum pengusaha, akan merasakan apakah..putusan pengadilan ataupun 

tuntutan jaksa a tau pula penyidikan kepol isian itu epat dan adil a tau justru 

sebaliknya. Makin tegak dan pasti hukum di negeri lcita., termasuk penyelesaian 

sengketa llisnis, akan makin besar peluang unruk tumbuhnya investasi baik dari 

dalam maupun luar negeri."70 

Kepastian hukum yang seperti apakah yang kita anut atau kita terapkan? 

Apakah apabila suatu ketentuan sudah diundangkan dan telah menjadi hukum 

positif maka telah terpenuhikah epastian hukum itu. Apakah seperti yang 

dikatakan Saj ipto bahwa yang utama bagi ~pastian hukum adalafi adanya 

peraturan itu sendiri. Tentang apakan peraturan iftl harus adil dan mempunyai 

kegunaan bagi masyarakatn~a adalah diluar pengutamaan nilai kepastian hukum 

tersebut. 

Adil dan Wajar menurut Didik J Rachbini (Widi, 2006). Ada dua jenis 

keadilan dalam prinsip persamaan perlakuan (equity) dalam hukum pajak. 

Pertama adalah hukum pajak harus memperlakukan semua Wajib Pajak dalarn 

kondisi atau keadaan yang sama dengan cara yang sama pula. Contohnya dua 

69 Ibid 

1~ Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudoyono, tanggal 
31 Januari 2007 
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orang atau lebih Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama, akan 

terutang jumlah pajak penghasilan yang sama pula. lni disebut adil secara 

horizontal (horizontal equity). 

Jenis Kedua menyebutkan bahwa Wajib Pajak dengan kondisi yang berbeda 

harus diperlakukan secara berbeda pula. Ini disebut keadilan secara vertikal 

(vertical equity). Contoh Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang lebih 

besar akan memperoleh alokasi beban pajak yang lebih besar pula. Jadi beban 

pajak harus dialokasikan secara adil kepada tiap-tiap Waj ib Pajak berdasarkan 

kondisi atau keadaan berbeda-beda. Namun untuk mengukur keadilan tersebut 

tidaklah mudah dan banyak menimbulkan perdebatan. Oleh karena itu prinsip 

berikutnya yang harus pula diperhati kan yaitu masyarakat harus merasa bahwa 

sistem perpajakan yang mereka hadapi betul-betul adil atau memenuhi rasa 

keadilan merek . 71 

Karena sekalipun negara itu tidak adil, ia tetap sebuah negara. Sel:)agai 

sebuah hukum positif, juga hanya bersifat ad ll seeara relatif; jelas bahwa tidak 

akah pernah ada peraturan yang adil. Apakah keadilan itu? Manusia tidak dapat 

menentukan sebuah jawaban terhadapnya, melainkan hanya bisa berusaha untukl 

mengembangkan pertanyaan tersebut. 72 

Hulrum positif menjamin kepastian hukum, tetapi baru menjadi lengkap 

hila disusun sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan itu anya dapat dipandang 

sebagai hukum yang sung~h-suqgguh bHa bekerta secara efektif. Efektif dalarn 

hukum positif yang adil. Dalam hukum yang sebenarnya dua segi disatukan 

hukum adalah hukum yang adil dan pasti. Bila salah satu kekurangan "hukum" 

itu kehilangan artinY.a sebagai hukum. 13 

Kembali ke soal ketidakpastian hukum yang akan dihadapi Wajib Pajak, 

tentu akan melahirkan ketidaknyamanan gada semua Wajib Pajak. Pasal II ayat 

(1) ketentuan peralihan sangat memungkinkan Waj1b Pajak dikenakan dua 

71 Widi Widodo, Taxpayers Righls, Cct. I, (Bandung: CV. Alphabeta, 2008) 

·~ Hans Kclscn, Dasar-dasar llubtm Normal if, Prinsip-prinsip tear iris unwk 
mewujudka11 Keadi/an dalam Hukum dan Politik. tcrjcmahan Nurulita Yusron Cel. I (Bandung: 
Nusa Media, 2008) 

71 Theo Huijbers, Filsajat Hukum dalam Lintasan Sejarah, Cet VI Yogyakarta: Penerbil 
Kanisius I 982 
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ketentuan yang berbeda pada tahun sama karena seperti contoh-contoh 

sebelumnya atas tahun pajak-tahun pajak yang berbeda dapat sekaligus diperiksa 

dan dikeluarkan ketetapan pada tahun yang sama. 

Contoh : PT Andalan Bina Cinta diperiksa pada tahun 2009 alas Surat 

Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2007 dan tahun pajak 2008 

(maksudnya disini kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang belum diselesaikan). 

Disini ada dua tahun kewajiban perpajakan yang sedang diperiksa oleh pejabat 

pajak (fiskus) yaitu tahun pajak 2007 dan tahun pajak 2008. Menurut Ketentuan 

Peralihan Pasal JI ayat (1) maka akan terdapat ketentuan yang akan diberlakukan 

bagi PT Andalan Bina Cinta yaitu: 

Untuk Tahun Pajak 2007 maka penagihan pajaknya 

berdasarkan Uli.J KUP o 16 Tlahun 2000, 

sedangkan 

Un k Tahun Pajak 2008 penagihan pajaknya 

berdasark n UU KUB Nomor 28 Tahun 2007. 

Sedangkan UtJ Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang akan diberlakukan 

ataS W~jib Pajak tersebut apabila pajak terutang tidal{ dilunasi sesuai ketentuan 

masih tetap sama yakni Undang-Undang Nomor t9 Tahun 2000. Dalam hal ini 

terlihat dua kepentingan hukum yang sama-sama dibuat dan dilindungi oleh 

konstitusi. UU Nomor 28 Tahun 2007 dij amin oleh UUD Tahun 1945. begitu 

juga dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 dijamin oleh UUD Tahun 1945. 

Memang agak janggal untuk tetap mempertahankan suatu tata hukum 

yang sudah tidak cecok lagi dengan kebutuhan mas~arakat yang mengalami 

perubahan-peruoahan. Dengan berpegangan pada pandangan bahwa hukum 

adalah refleksi dan keadaan masyarakat pada suatu masa te entu maka akan 

sukarlah untuk mempertahankan hukum lama untuR suasana kehidupan baru. 

Usaha pembangunan di bidang hukom menjadi bertambah mendesak 

berhubungan dengan pembangunan nasional yang dilancarkan dipelbagai sektor 

kehidupan bangsa yang menuntut penyesuaian-penyesuaian dibidang hukum. 

Hukum yang tidak muktahir akam menimbulkan berbagai masalah bagi negara-
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negara berkembang untuk turut dalam penyelenggaraan hubungan-hubungan 

ekonomi. 74 

Dahulu, dalam memori penjelasan mengenai pasal yang mirip dengan 

pasal II ayat (1) Ketentuan Peralihan UU Nomor 28 Tahun 2007 ini sudah pemah 

ada yang diuraikan sebagai berikut: "Meskipun Undnag-Undang yang lama telah 

dicabut dengan diundangkannya Undang-Undang ini, untuk menampung 

penyetesaian penetapan pajak-pajak terutang pada masa atau tahun pajak sebelum 

berlakunya Undang-Undang ini, yang pelaksanaannya masih berdasakan 

ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang lama, maka Undang­

Undang ini menentukan jangka waktu berlakunya perundang-undangan lama 

sampai dengan tanggal 31 Desember 1988. Fenetapan jangka waktu lima tahun 

tersebut disesuaikan dengan daluwarsa penagihan pajak". 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur penetapan pajak-pajak yang 

terutang oleh Wajib Pajak (orang atau badan) yang memperoleh fasilitas pa~ak 

dalam ra gka Undang-Undang Penanaman Modal yang fasili tas pajaknya, baik 

yang berupa tax holidaY- atau keringanan paj~ masih bedaku sampai saat setel 

tanggal 1 Januari 1984. Tentunya dirasa tidak adil jika sekaligus aillilangl<an 

fas ilitas P.ajak yang telah diperoleh oleh Wajib Pajak tertentu berdasarkan 

Undang-Undang pajak yang lama. Maka oleh sebab itu untuk memungkinkan 

fasi~itas pajak: yang telah diberikan kepada Waj ib Pajak itu tetap dmikrnati oleh 

Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak sekaligus hilang dengan 

diundangkannya Undang-Undang pajak yang baru, maka Pemerintah telah 

menetapkan kebijaksanaan supaya fasilitas pajak · itu tetap berlaku sampai 

habisnya hak itu. 75 

Uraian di atas menunjukkan bagaimana Pemerintah terdahulu begitu 

memperhatikan kepentingan Wajib Paj~k sebagai mitra pemerintah untuk 

membiayai pembangunan. Ketentuan tersebut terbatas tetap diberlakukan 

terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas bukannya langsung 

H Soerjono Soekanto. Pcngantar Pcnclitian Hukum. Cel III Jakarta Universitas Indonesia, 
1986. 

H Rochmat Soemilro, A:as dan Dasar Perpajakan 3, eeL II, (Bandung: Eresco, 1991;. 
hal. 90. 
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menghentikan fasilitas tersebut. Sebenamya tanpa dihitung kerugian maupun 

keuntungan sehubungan dengan fungsi budgeter (karena semuanya belum pasti 

dan relatif) pemerintah seharusnya langsung memberlakukan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 kesemua Wajib Pajak tanpa memandang hak dan 

kewajiban tahun-tahun sebelumnya karena bagaimanapun juga kewajiban itu 

tidak hilang begitu saja atau tetap harus dilaksanakan oleh Wajib Pajak. 

Penulis berpendapat begitu karena berdasarkan surat dari Wajib Pajak dan 

kuesioner yang diberikan kepada beberapa Wajib Pajak, para Wajib Pajak lebih 

menginginkan kalau ketentuan terse ut (UUJ<UP yang baru) langsung berlaku 

tanpa memilah-milah berdas rkan kewajiban tahun pajak masing-masing Wajib 

Pajak. Sebenarnya kalau dicerrnati sepertinya pemerintah se engah hati atau 

bimbang untuk meng andemen Undang-Undang tersebut, karena <pagar yang 

dibuat pemeri tab demikian kuatn:ya sehingga disatu sisi memberikan 

kelonggaran kepada Wajib Pajak (untuk tidak membayar) sekaligus disisi lain 

memberikan sanksi yang cukup berat kepada Wajib Pajak apabila keberatan atau 

bandingnya ditolak. 

Sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tida.K langsung 

memberlakukan utJ KUP Y-ang baru tersebut, selain telah mengakomodir 

keinginan Wajib Pajak, pengadministrasian di antor Pelayanan Pajak (KPP) 

juga akan terasa lebih gam pang yang ant lain : 

Tidak memerlukan bennacam-macam format Surat ketetapan pajak 

untuk tahun-tahun pajjik yang berbeda 

Jurusita Pajak Negara lebih gampang untu engkom unikasikan 

peraturan perundang-undangan e ada Wajib 

Dengan melihat tanggal terbit ketetapan saja tanpa melihat tahun 

pajak, sudah langsung da_Rat ditentukan ketentuan mana yang 

berlaku pada Wajib Paj tersebut. 

Setiap perubahan hendaknya selalu menuju kearah kesempumaan yaitu 

Direktorat Jenderal Pajak Iebih sempuma melaksanakan kewajiban pembinaan 

dan pengawasan, juga lebih sempuma pula memberi pelayanan kepada Wajib 

Pajak. Suatu perubahan yang ideal adalah perubahan yang membawa kesejukan 

baik di kalangan Direktorat Jenderal Pajak maupun dipihak Wajib Pajak. 
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Hendaknya dihindari suatu perubahan yang meniupkan angm sejuk di pihak 

Direktorat Jenderal Pajak, namun membuat udara panas dan sesak di pihak Wajib 

Pajak. io 

76 Untung Sukardji, Jurnal Pcrpajakan "Penundaan SPT Masa PPN Fonnulir 1106 dan 
pcnnasalahannya" Volume 5 Nomor 5 Juli 2006 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulao 

1. Dalam membuat isi peraturan perundang-undangan perpa"akan khususnya 

KUP, hendaknya seclapat mungkin bersifat mutlak: untuk mempersempit 

kemung!d,nan adanya peroedaan pendapat atau perbedaan penafsiran­

penafsinm. Dalam Pasal II K'etentuan Peralihan UU KUP Nomor 28 Tahun 

2007 terdapat ayat yang sal in berte tangan walaupun masih dalam gasa~ 

yang sama. Dalam ayat ~ 1) tidak jelas kapan mulai UU K:UP yang baru 

tersebut berlaku pada masing-masing Waj ib Pajak karena akan sangat 

tergantung kondisi masing-masing Wajib Pajak. Pada ayat (3) sangat jelas 

sekali bu yinya tanpa perlu ditafsirkan macam-macam dan kat&:kata ini 

sudah san.gat lazim ditentukan dalam s.etiap Undar.~g-Undang. Rasanya 

setiap orang dari segala lapisan dan ategori yang membaca Undang­

Undang ini aka mengerti, memahami dan mengakui bahwa Undang­

Undang Nomor 28 Tah n 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008 walaupun diundangkan 

tanggal 1 7 Jul i 2007. 

2. Sudah seharusnyalah atas seluruh hak dan kewajiban Wajib Pajak baik yang 

belum selesai maupun yang sedang diselesaikan semuanya dilaksanakan 

berdasarkan atau harus mengacu pada isi dari ketentuan perundang­

undangan perpajakan yang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
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2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya pasal­

pasal mengenai Keberatan dan Banding. 

3. Telah terjadi ketidakpastian hokum atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang 

akan mengajukan Keberatan maupun pennohonan Banding sehubungan 

dengan Surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal 

Pajak kepada Wajib Pajak karena atas satu Wajib Pajak dapat dikenakan 

dua ketentuan yang berbeda pada saat yang sama. Atau atas Wajib Pajak­

Wajib Pajak dalam satu Kantor Pelayanan Pajak diberlakukan ketentuan 

yang berbeda karena Pasal JT K:etentuan Peralihan UU KUP yang baru 

memungkinkan untuk hal tersebut. 

4. Kemungkinan pejabat pelaksana Undang-Undang juga ragu dan masih 

bertahan dengan peraturan penmdang-undangan yang selama ini menjadi 

dasar mereka untuk bertindak. Misalnya: Pejabat pajak (Fiskus) khususnya 

J:!elaksana di bagian Penagihan seperti Juru Sita Pajak Neg akan 

mengalami kebingungan, karena disatu hal apabila tidak menjalanKan 

perintah Undang-Undang Penagihan Fajak dengan-.Surat Paksa (yang saat 

in i belum disesuaikan atau belum diamandemen) yang mengatakan 

pelaksanaan penagihan atas pajak yang masih liarus dibayar yang 

tercantum dalam Surat ketetapan pajak, ada kt':mungkinan akan dikenakan 

sanksi, sedangkan dilain ha l menyesuaikan dengan bunyi Undang-Undang 

KUP yang baru yang me yebutkan untuk ementara pajak terutang hanya 

sebesar jumlah yang disetujui saja. Namun menurut penulis seksi atau 

bagian penagihan h nya akan mengi kuti instfuksi dari pimpinan Direktorat 

Jenderal Pajak saja. 
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Saran 

1. Agar masyarakat Indonesia khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

dan pelaku-pelaku bisnis aktif mengkritisi rancangan Undang-Undang yang 

bersinggungan dengan bisnis khususnya peraturan perpajakan yang sedang 

maupun yang akan diajukan. Hal ini juga terungkap dalam pemyataan 

Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa Departemen Keuangan menetapkan 

perilaku Wajib Pajak sebagai Basis Refonnasi Perpajakan. Pihaknya 

mempersilahkan masyarakat mengkritisi Undang-Undang Perpajakan 

karena rancangan aturan itu menjadi gambaran sistem perpajakan dimasa 

mendatang. "Pajak horus menjadi perhatian masyarakal, *arena program 

pemerintah adalah memperluas basis paja'k. Dengan demikian 1 asyarakat 

horus peiiuli terhadap kenerja don kebijakan kanlor. pajak". 

2. Sehubun an dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bagi Wajib Pajak yang telah 

setuju dengan besarn a pajak yang terutang dalam Surat ketetapan 

pajaknya sesuai basil pembahasan akhir pemeriksaan, agar segera melunasi 

sesuai ketentuan dan tidak menunda-nunda pembayar:an pajak, karena akan 

merugikan Wajib Pajak send iri. Dirjen Pajak Darmin Nasution dalarn 

kunjungannya ke Kanwil akarta Khusus tanggal 7 September 2006 

mengatakan : "Untuk bqngso yang mengaku dirinya bangsa yang 

berdemokrasi, Indonesia termasuk anomali, pengecualian. Demokrasi itu 

hanya akan berjalan baili /au setiap orang atau setiap penduduknyo 

boyar pajak" 

3. Ada saran dari mantan petinggi Direk orat Jenderal Pajak yakni Bpk. 

Hussein Kartasamita dalarn kolom Aspirasi yang erjudul : Segera 

laksanakan Pasal 36A Undang-undang KUP secara konsisten dan 

konsekuen. Sebelumnya penulis akan menuliskan bunyi Pasal 36A sebagai 

berikut : "Apabila petugas pajak dalarn menghitung atau menetapkan pajak 

tidak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku sehingga 

merugikan negara, maka petugas pajak yang bersangkutan dapat dikenakan 

sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada 
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dasamya penulis sependapat dengan beliau dan itu telah diatur dengan jelas 

dalam Undang-Undang yang baru, namun penulis Jebih memfokuskan 

penambahan bukan hanya merugikan Negara saja tapi juga yang 

merugikan Wajib Pajak. 

4. Agar terdapat sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan Perpajakan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa maka atas Undang­

Undang tersebut disarankan dilakukan perubahan (mungkin hanya beberapa 

ayat saja) disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpaj kan sehingga pelaksana 

ketentuan tersebut dilapangan tidak bingung lagi akan tetapi akan menjadi 

mantap untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang jelas dan tidak saling 

bertentangan. 

5. Dalam pembentukan sebuah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 

dan juga pemerintah harus memperhatikan betul kaidah, filosofi, asas, 

logika hukum, dan lain sebagainya yang berlaku dalam suatu perpajakan 

agar nantinya Undang-Undang tersebut dapat diterima masyarakat luas dan 

d_apat berlaku efektif. 
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